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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis
 
Hukum Pidana Islam terhadap Tindak 

Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr)” adalah hasil 

penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan 

hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di 

kawasan hutan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr? dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan 

untuk menganalisis/konten analisis dalam permasalahan yang pokok, dan 

mengacu pada penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum 

positif dan hukum Islam. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif, serta dengan menggunakan penalaran           

secara deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang menjatuhkan 

hukuman kepada terdakwa tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di 

kawasan hutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini putusan hakim 

dianggap terlalu ringan mengenai pidana dendanya bagi terdakwa karena selain 

merugikan bagi negara, perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup yang 

ada di hutan. Maka seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk 

kepada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). Menurut analisis hukum 

pidana Islam, dalam pertimbangan hakim tentang penjatuhan sanksi/hukuman 

terhadap terdakwa disesuaikan dengan ketentuan hukuman ta’zir, karena belum 

adanya suatu batasan pada hukuman tertentu sehingga penjatuhan hukuman 

tersebut diserahkan kepada ulil amri atau hakim yang berpedoman terhadap 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu hendaknya kepada para hakim dalam 

memutus perkara yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penebangan pohon 

secara tidak sah di kawasan hutan sebaiknya dalam memutus perkara dilakukan 

secara efektif berdasarkan undang-undang yang berlaku. Diharapkan warga 

negara lebih menjaga dan merawat hutan agar tetap terjaga lingkungan hidupnya, 

dan tidak merusak hutan yang perbuatannya dapat melanggar hukum.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata “hutan” dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari 

kata bos, dan dalam kamus bahasa Inggris adalah forest yang berarti rimba 

atau wana. Dalam Black’s Law Dictionary, forest adalah “a tract of land, not 

necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer an 

other game” yang artinya dalam bahasa Indonesia suatu bidang daratan, 

berpohon-pohon yang dipesan oleh raja atau orang yang diberi atasnya, untuk 

berburu rusa atau permainan lain. Di dalam hukum Inggris kuno, forest 

(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi oleh berbagai 

pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.
1
  

Tetapi pada umumnya, persepsi umum tentang hutan adalah penuh 

pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang 

ditumbuhi pepohonan
 
dan didiami berbagai jenis binatang. Pengertian hutan 

merujuk kepada aneka hal yang bersifat liar (wild), tumbuh sendiri atau tidak 

dipelihara (natural), atau untuk menekankan sifat-sifat liar dari sesuatu. 

Demikian pula, sesuatu bidang lahan yang tidak dipelihara atau kurang 

terpelihara kerap disebut hutan atau menghutan. Berlawanan dengan kebun, 

yang dipelihara dan diakui pemiliknya. 

                                                             
1
 Winarno Budayatmojo, Tindak Pidana Illegal Logging, (Surakarta: UNS Press, 2008), 17. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

Menurut Salim, bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh 

pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, 

dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi 

oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang 

cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat baik secara horizontal maupun 

vertikal.
2
 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, 

dalam Pasal 1 butir 2, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak 

dapat dipisahkan.
 

Hutan juga dapat diartikan sebagai tempat bertumbuhnya berbagai 

macam pepohonan yang dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia dengan 

memiliki keungguan dalam menciptakan suatu tatanan untuk melindungi 

lingkungan hidup dari berbagai masalah kehidupan. Selain itu hutan juga 

merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi 

pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan bagi kepentingan 

pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Namun demikian, dalam 

pemanfaatannya banyak mengalami suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan 

gangguan terhadap pelestarian hutan. 

                                                             
2
  Ibid., 18 
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Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan hidup merupakan suatu 

kekayaan alam yang dianugrahkan oleh Allah SWT pada negara Indonesia 

yang tak ternilai harganya. Dalam kedudukannya sebagai salah satu 

penyangga sistem kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar 

bagi umat manusia. Oleh karena itu, maka hutan harus dijaga kelestariannya. 

Hutan mempunyai peranan sebagai paru-paru dunia dan juga sebagai 

penyeimbang dan penyerasi lingkungan global, sehingga dengan hal ini maka 

keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan 

tetap mengutamakan suatu kepentingan nasional. 

Indonesia adalah negara hukum (rechtstrate) bukan negara kekuasaan 

(machtstate). Untuk menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, 

baik yang bersifat preventif maupun represif perlu penegakan hukum. Untuk 

itu diperlukannya adanya Undang-Undang yang menjadi dasar hukum yang 

sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dalam 

rangka penegakan hukum, diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan 

pandangan sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.
3
 

Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dijelaskan bahwa: bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi suatu kemakmuran rakyat. Oleh 

karena itu, hutan memiliki kekayaan yang beragam serta banyaknya 

                                                             
3
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 56. 
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keragaman hayati yang perlu dijaga dengan baik agar tetap menjadi 

lingkungan yang asri. 

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam 

pembangunan bangsa dan negara, adanya perlindungan dan pertahanan untuk 

menjaga hutan sangat penting untuk kehidupan dalam aspek kehutanan, di 

dalam suatu negara juga diperlukan pembinaan dalam pengawasan hutan yang 

harus dijaga dengan ketat, karena dengan hal ini maka pemanfaatan dan 

kekayaan yang ada di hutan dapat dimanfaatkan bagi generasi yang akan 

mendatang dan pengelolahan sumber-sumber kehutanan akan terus melimpah 

dan bermanfaat. 

Dengan adanya melindungi, menjaga, dan merawat kelestarian hutan 

tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, akan tetapi 

dalam Islam juga mengatur mengenai tata cara melindungi hutan. Islam bukan 

hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia 

dengan alam. Dalam hal ini mewujudkan hubungan yang tentram dan adanya 

suatu kehidupan yang nyaman dan damai antara manusia dengan alam untuk 

saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain agar terwujud 

lingkungan yang tentram dan baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

surat Al-A’raf ayat 56 yaitu: 

ان رحمت الله قريب من المحسنين قلى هاوادعوه خوفاوطمعا ولاتفسداوفي الارض بعد اصلاح  

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 
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harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan”.
4
 

 

Indonesia merupakan suatu negara dengan luas hutan mencapai kurang 

lebih 120 juta hektar. Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, 

maka pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu 

permasalahan yang terjadi di kawasan hutan yaitu disebabkan penebangan 

pohon secara tidak sah. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusakan hutan adalah 

proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, 

penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertetangan 

dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah 

ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya 

oleh pemerintah. 

Kegiatan mengenai perusakan hutan dengan cara penebangan pohon 

secara tidak sah merupakan suatu kegiatan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah 

manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah 

menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Sumber daya 

hutan menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang 

sangat besar. Kerugian akibat kegiatan tersebut memiliki dimensi yang luas 

tidak hanya terdapat masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, 

budaya, politik dan lingkungan.
5
 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 212. 

5
 Josefhin Mareta, “Tindak Pidana Illegal Logging dalam Konsep Keamanan Nasional (Illegal 

Logging Crime In National Security Concept)”, RechtsVinding, No. 1, Vol. 5 (April, 2016), 40. 
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Kasus yang terjadi di desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten 

Jember. Terdakwa Saiman als. P. Samsul bersama dengan Nobi, Hadi dan 

Ripin sedang melakukan kegiatan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 

(lima) pohon lalu merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, 

setelah itu terdakwa Saiman als. P. Samsul dan kawan-kawannya memotong 

kembali pohon menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan 

menggunakan gergaji dan kapak dan sewaktu ditanya terkait dokumen 

penebangan, terdakwa Saiman als. P. Samsul dan teman-temannya tidak bisa 

menunjukkannya, kemudian pada saat terdakwa Saiman als. P. Samsul dan 

kawan-kawannya hendak diamankan oleh saksi Baihaqi, Muhammad Soleh 

dan Ahmad Fauzi, hanya terdakwa Saiman als. P. Samsul yang berhasil 

ditangkap, sedangkan Nobi, Hadi dan Ripin berhasil melarikan diri dan 

selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa Saiman als. P. Samsul dan alat 

berupa gergaji dan kapak yang digunakan untuk menebang pohon jati, ke 

Polres Jember untuk diproses. 

Terdakwa Saiman als. P. Samsul telah melakukan delik pidana yang 

hukumannya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 
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Dalam Islam juga memberikan peringatan dan menerangkan kepada 

umat manusia agar tetap menjaga alam. Sebagaimana Firman Allah SWT 

dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yaitu: 

عملوا لعلهم يرجعون يقهم بعض الدي دكسبت ايدى الناس ليا هرالفسادفى البروالبحربمظ  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”.
6
 

 

Dalam hukum pidana Islam, ‘uqubah atau hukuman yang dapat 

dikenakan kepada pelaku delik pidana tersebut yaitu akan dikenakan hukuman 

ta’zir, dengan hal ini mengenai ketentuan hukuman tersebut tidak diatur dalam 

Al Qur’an maupun hadis.  Maka sanksi tersebut akan diserahkan kepada ulil 

amri dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku yang sesuai dengan 

tindakan pelaku. 

Ta’zir dapat diartikan sebagai al-man’u yang mempunyai arti yaitu 

mencegah/melarang, serta dapat bermakna al-nasrah atau pertolongan. Selain 

itu, mengenai makna ta’zir yaitu al-ta’dib yang memiliki arti sebagai suatu 

pengajaran atau pendidikan. Maka dengan berbagai makna dan arti tersebut 

ta’zir dapat difungsikan dengan tujuan untuk mendidik dan menjadikan suatu 

pelajaran bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidananya 

lagi yang jusrtu akan merugikan dirinya sendiri.
7
 

                                                             
6
 Ibid., 576 

7
 Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, AHKAM, No 

1, Vol. 17 (2017), 156. 
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Jarimah ta’zir merupakan suatu ‘uqubah atau hukuman dengan 

disyariatkan untuk pelaku yang terbukti telah melanggar ketentuan hukum dan 

dapat dibuktikan mengenai perbuatannya, hukuman ta’zir tersebut tidak 

adanya suatu ketentuan had dan tidak pula karafah. Mengenai hukuman 

tersebut akan diserahkan kepada ulil amri dengan landasan ketentuan 

hukumannya yang didasarkan atas ijma’ dengan tetap berpedoman pada 

undang-undang yang berlaku sesuai delik pidananya. Mengenai tindak pidana 

dalam aspek kehutanan tersebut telah melanggar hak Allah karena selain 

merusak lingkungan yang berada di hutan, menyebabkan kekacauan dalam 

bidang kehutanan, perbuatan tersebut juga dapat merusak keanekaragaman 

hayati berbagai macam pepohonan dan satwa, untuk itu dalam hukum pidana 

Islam dapat dikenakan sanksi ta’zir.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang pertimbangan hakim yang memutus terdakwa dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

Sedangkan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan yakni: orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan 

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
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paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

Mengenai hal ini, berdasarkan dari berbagai ketentuan diatas, maka 

penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan tindak 

pidana kehutanan dengan judul skripsi yaitu Analisis Hukum Pidana Islam 

Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor  307/Pid.B-LH/2019/PN 

Jmr). 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait tentang 

tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, maka 

penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

a. Pengertian mengenai kasus penebangan pohon secara tidak sah di kawasan 

hutan dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr . 

b. Sanksi/hukuman yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

c. Hukuman atau ‘uqubah dalam analisis hukum pidana Islam atau fiqh 

jinayah. 

d. Adanya suatu pertimbangan hakim terkait dalam putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr. 

e. Penerapan sanksi bagi pelaku penebangan pohon secara tidak sah di 

kawasan hutan sesuai Undang-Undang yang terkait dengan kasus tersebut. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

f. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr. 

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut diatas, maka dengan hal 

ini penulis akan membatasi terkait ruang lingkup suatu permasalahan yang 

akan dibahas dan diteliti yaitu sebagai berikut:  

a. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/PN 

Jmr. 

b. Analisis hukum pidana Islam dalam suatu putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr. 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan identifikasi masalah serta pembatasannya yang telah 

dijelaskan penulis diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa perumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr ? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 

307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan yang akan 

diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Maka berdasarkan dalam penelusuran penulis, dengan 
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hal ini ada beberapa penelitian atau skripsi yang membahas terkait dengan 

adanya tema tentang penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, 

yaitu: 

1. Skripsi karya Musdalifah Supriady tahun 2017 dengan judul Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) (Studi 

Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN Mu).
8
 Dalam skripsi tersebut 

peneliti membahas tentang penerapan hukum materiil yang terjadi pada 

kasus illegal logging dalam perkara nomor 84/Pid.B/2014/PN Mu. serta 

tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana illegal logging 

pada perkara nomkr 84/Pid.B/2014/PN Mu. Dari hasi penelitian ini 

menunjukkan tentang penerapan dalam hukum pidana materiil dalam 

putusan hakim pada suatu perkara nomor 84/Pid.B/2014/PN Mu telah 

sesuai dengan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan, hakim telah memberikan berbagai pertimbangan sesuai 

dengan berbagai bukti dan juga dari segi pidana formil maupun dari 

pertimbangan dari segi pidana materiil. 

2. Skripsi karya Muhammad Zubair Husain tahun 2012 dengan judul 

Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Oleh 

                                                             
8 Musdalifah Supriady, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (illegal 

logging)(Studi kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN Mu)”, (Skripsi – Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2017).  
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Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto).
9
 Dalam 

skripsi tersebut peneliti membahas tentang ketentuan hukum acara 

mengenai pembuktian serta adanya pelaksanaan tentang hukum acara 

pembuktian tindak pidana penebangan liar (illegal logging) (studi nomor: 

72/Pid.B/2009/PN Jo). Hasil penelitiannya yaitu dalam penegakan hukum 

pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya yang diatur dalam 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan 

tetapi mengenai dalam hukum acaranya tentang pembuktian dalam suatu 

tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di persidangan berdasarkan 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI 

pasal 183 dan 184. 

3. Skripsi karya Hardhiansyah tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan 

Malino.
10

 Dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang penerapan 

hukum materiil dalam suatu perkara tindak pidana illegal logging pada 

studi kasus putusan nomor 65/Pid.B/2012/PN Sugg dan mengenai 

pertimbangan hukum hakim pada studi kasus dalam putusan nomor 

65/Pid.B/2012/PN Sugg. Dalam hasil dari penelitian ini yaitu adanya suatu 

penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana illegal 

logging pada studi kasus putusan nomor: 65/Pid.B/2012/PN Sugg yang 

dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang sudah 

                                                             
9 Muhammad Zubair Husain, “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) 

Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jeneponto)”, (Skripsi -- UIN Alauddin 

Makassar, 2012). 
10

 Hardhiansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan 

Konservasi Hutan Malino”, (Skripsi – Universitas Hasanuddin Makassar, 2013). 
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didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register 

perkara PDM-15/Suggu/Ep. 1/02/2012 yaitu memanen atau memungut 

hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Serta 

adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara nomor: 65/Pid.B/2012/PN 

Sugg mengenai tindak pidana illegal logging yang menyatakan para 

terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti surat izin atau kepemilikan hak 

dari tugas yang berwenang serta dengan sengaja menebang pohon di 

wilayah kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino. 

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah 

skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

serta analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon 

secara tidak sah di kawasan hutan. Dengan menganalisis dari sisi hukum 

pidana Islam dan sisi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor  

307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr, maka peneliti ingin membahas tentang analisis
 

hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak 

sah di kawasan hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 

307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr). 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam 

suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian 

skripsi ini, maka penelitian ini  bertujuan untuk: 
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1. Mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr. 

2. Menganalisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti mengharapkan agar penelitian skripsi ini dapat berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sehingga memberikan manfaat khususnya bagi peneliti 

sendiri maupun peneliti selanjutnya berkenaan dengan kasus tersebut. 

Kegunaan Hasil Penelitian Yaitu: 

1. Secara Akademis/Teoritis 

Diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan suatu pemikiran 

dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama tentang 

masalah mengenai delik pidana dalam kasus kehutanan. 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi praktisi hukum demi menciptakan penegakan 

hukum yang lebih baik lagi khususnya terkait tindak pidana dalam 

kehutanan. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang ditujukan bagi 
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penegakan hukum. Serta dapat terciptanya suatu penegakan hukum yang 

lebih baik lagi khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang 

bersifat operasional dari konsep/penelitian sehingga bisa dijadikan acuan 

dalam menelusuri, menguji atau mengukur tersebut melalui penelitian. 

Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang 

dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata, dalam penelitian 

ini yakni sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam 

Hukum Pidana Islam adalah suatu bentuk perbuatan yang dalam 

ketentuan syara’ perbuatan tersebut dilarang karena jika dilanggar maka 

dapat merugikan jiwa pada diri seseorang dan juga harta benda.
11

 Dalam 

hal ini, yang dimaksud hukum pidana Islam dalam skripsi ini yaitu 

mengenai semua perbuatan yang diharamkan, perbuatan tersebut 

hukumannya yaitu ta’zir, karena pelaku melakukan perbuatan perusakan 

hutan dengan cara menebang pohon secara tidak sah di kawasan hutan 

yang hukumannya tidak ada di dalam Al Qur’an dan hadis dalam hal ini 

tindakan pelaku akan mendatangkan suatu kemudaratan pada agama, akal, 

harta, jiwa, dan kehormatan. 

2. Tindak Pidana 

                                                             
11

 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 2. 
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Moeljanto menyatakan bahwa tindak pidana yaitu suatu bentuk 

kejahatan yang dapat dikenakan  sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang 

telah melanggar suatu aturan tersebut.
12

 Dalam skripsi ini yang dibahas 

yaitu tentang penebangan pohon secara tidak sah dengan cara merusak 

hutan yang ada di kawasan hutan Pace yang berada di wilayah Jember. 

3. Penebangan Pohon Secara Tidak Sah 

Suatu tindak pidana merusak hutan melalui kegiatan pembalakan 

liar dengan cara menebang pohon, penggunaan kawasan hutan tanpa izin 

atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah 

ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. 

Dalam hal ini, penebangan pohon secara tidak sah akan diuraikan dan 

dibahas dalam analisis yang ada di dalam hukum pidana Islam dan hukum 

positif. 

4. Kawasan Hutan 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai kawasan hutan berada di wilayah 

hutan Pace masuk Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 

Jawa Timur. 

5. Studi Putusan 

                                                             
12

 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 59. 
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Studi putusan yakni putusan yang diambil dari direktori putusan 

Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jember yang berupa tindak pidana 

penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, dalam skripsi ini 

adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN 

Jmr. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yakni sebagai proses dalam menentukan suatu 

prinsip-prinsip hukum, berbagai rangkaian cara yang terstruktur dalam 

mencari suatu kebenaran. Dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk 

menganalisis/konten analisis dalam permasalahan yang pokok, dan mengacu 

pada penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif 

dan hukum Islam. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

metode deskriptif kualitatif, serta dengan menggunakan penalaran           

secara deduktif. Penelitian ini dinilai dengan menganalisis data sekunder di 

bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

selain itu juga akan menganalisis dari putusan Pengadilan Negeri Jember 

Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. Dengan adanya hal ini untuk 

memperjelas dan mendapatkan suatu data yang sesuai dengan yang akan 

dibahas, maka penulis akan menggunakan beberapa data yaitu: 

1. Data yang Dikumpulkan  
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a. Putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr tentang tindak pidana 

penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan. 

b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memutuskan 

perkara dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. 

c. Ketentuaan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

serta ‘uqubah atau hukuman yang sesuai dengan tindak pidana tersebut 

dalam hukum pidana Islam. 

2. Sumber Data Penelitian  

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas 

sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yaitu: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
13

 

Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan 

sangat penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 

307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. Data yang didapat oleh peneliti diperoleh 

dari hasil Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

                                                             
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 181. 
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Sumber data sekunder adalah suatu bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer yang bertujuan sebagai 

penunjang dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, 

misalnya dengan adanya suatu tulisan para ahli dan hasil para pakar, 

ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis, pandangan para 

ulama, serta menurut fiqh jinayah. 

Sumber data sekunder juga dapat diartikan sebagai sumber 

yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui buku atau dokumen.
14

 Diantaranya: 

1. Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal. Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas 

Hukum Pidana Islam). Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. 

2. Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. 2019. 

3. M. Nurul Irfan, Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. 2018. 

4. Winarno Budayatmojo. Tindak Pidana Illegal Logging. Surakarta: 

UNS Press. 2008. 

5. Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam. Jakarta: 

Sinar Grafika. 2008. 

3. Teknik Pengumpulan Data   

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan beberapa teknik yang bertujuan agar penjelasan 

lebih spesifik dan detail. Maka dalam teknik pengumpulan data, teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

                                                             
14

 Ibid., 225 
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a. Teknik Dokumentasi, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

menelusuri dan memilih terkait berbagai dokumen yaitu diperoleh dari 

hasil direktori putusan Mahkamah Agung mengenai putusan 

Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. 

b. Teknik Kepustakaan (Library Research), yakni teknik yang dilakukan  

dengan cara mengkaji literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan 

cara membaca, mencatat dari berbagai macam sumber buku literatur 

serta mempelajari dengan baik yang berkaitan dengan penyusunan 

dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam hal ini, data yang telah diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan berbagai teknik tertentu. Maka adapun teknik pengolahan 

yang digunakan adalah:  

a. Organizing, yaitu melakukan penyusunan serta mensistematikan dari 

berbagai data yang diperoleh dalam membentuk suatu kerangka uraian 

yang sudah direncanakan dan disusun tentang hukum Islam.  

b. Editing, yaitu melakukan suatu pemeriksaan kembali terhadap 

keselasaran, kevalidan, serta kesesuaian data primer maupun data 

sekunder dapat difungsikan sebagai menyeleksi berbagai macam 

sumber untuk didapatkan dengan hasil yang baik. 

c. Analizing, yaitu dengan cara menganalisis dari data yang telah di 

deskripsikan terhadap hukuman pelaku tersebut yang berkaitan dengan 
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dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr sehingga dapat 

diperoleh jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan penalaran 

berpikir secara deduktif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara 

menggambarkan suatu data dengan cara memaparkan data apa adanya 

dalam hal ini data berupa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teori hukum pidana Islam. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu disusun dengan lima bab 

yang disesuaikan dengan pembahasannya bertujuan agar dipahami 

permasalahanya secara sistematis, yakni sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.   

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan dan 

bertujuan untuk memaparkan mengenai data penelitian. Teori yang akan 

digunakan dalam hal ini ada dua, yaitu: terkait teori tindak pidana penebangan 

pohon secara tidak sah di kawasan hutan berdasarkan analisis hukum pidana 

Islam dan dalam hukum positif. 
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Bab ketiga yaitu pembahasan tentang profil yang terkait dengan 

Pengadilan Negeri Jember, deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim, amar 

putusan hakim nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. 

Bab keempat berisi tentang analisis pertimbangan hakim dan analisis 

hukum pidana Islam yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jember 

nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. 

Bab kelima yaitu bab terakhir yang berisi tentang penutupan yang  

meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran 

yang dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.
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BAB II 

PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN 

HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN 

HUKUM POSITIF 

A. Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan Dalam 

Perspektif Hukum Pidana Islam 

Hutan merupakan suatu tempat yang memiliki banyak manfaat bagi 

kehidupan makhluk hidup dan mempunyai peran sebagai paru-paru dunia, hal 

ini menjadikan hutan sebagai suatu amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak 

ternilai harganya dan wajib dilestarikan dengan baik dan benar. Hutan 

berperan sebagai ekosistem yang dapat berpengaruh bagi hewan, manusia, dan 

tumbuh-tumbuhan. Selain itu hutan juga dapat menjadikan suatu sumber bagi 

suatu pembangunan dalam berbagai negara yang memiliki manfaat sosial 

budaya, ekologi, dan dapat mempengaruhi ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup 

menjadikan hutan sebagai salah satu faktor yang harus dijaga dengan baik, 

oleh karena itu maka harus dijaga kelestariannya. Dalam kedudukan sebagai 

salah satu penyangga kehidupan, penyeimbang, dan penyelaras lingkungan 

global maka hutan telah memberikan berbagai manfaat yang sangat banyak. 

Alam yang luas dengan penghidupan yang cukup memadahi sehingga banyak 

juga makhluk hidup yang bergantung pada hutan. 

Sebagai bagian ekosistem yang sangat penting dalam pengelolahan 

lingkungan hidup, maka diperlukannya pengembangan lingkungan dan 
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pelestarian sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus 

tanpa henti mengenai perlindungan alam hayati, adanya suatu reboisasi, 

pengaturan tata air, penegahan bencara longsor dan banjir, serta pemeliharaan 

kerusakan pepohonan dan tanah.  

Hutan memiliki aset yang sangat penting bagi kehidupan makhluk 

hidup, hal ini yang menjadikan untuk selalu menjaga lingkungannya. Kata 

“lingkungan” sebagai terjemah dari kata al-bi’ah dalam konteks kajian ini 

dilekatkan dengan kata “fiqh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang 

hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia. Pada 

dasarnya, unsur-unsur bagi upaya konservasi alam dan lingkungan dalam 

Islam dapat di lacak pada diri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

para sahabat dan manhaj fiqh kalangan salaf. Sebagai contoh yaitu Nabi 

Muhammad pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui perancangan 

konsep hima, yakni lahan konservasi yang dalam konteks sekarang konteks 

tersebut sepadan dengan istilah “taman kota”, “kawasan terbuka hijau”, “suaka 

marga satwa” dan sejenisnya. Kawasan tersebut tidak dipergunakan untuk 

penduduk, terutama sifatnya yang eksploitatif.
1
 

Di samping itu, adanya ajaran konservasi lingkungan pada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam yang terkandung dalam ritual haji. Bahwa 

orang-orang yang datang ke tanah haram (Makkah-Madinah) untuk berhaji, 

sangat berhati-hati termasuk dengan berbagai tanaman/tumbuhan dan hewan. 

                                                             
1 M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqsid al-Shariah dalam Konservasi 

dan Restorasi Lingkungan)”, Al-Qanun, No. 1, Vol. 13 (Juni, 2010), 29. 
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Kalau mencabut satu tanaman saja, maka dapat didenda seekor kambing, 

karena tanaman merupakan bagian dari lingkungan yang barang siapa 

merusaknya sedikit apapun akan mendapat teguran langsung dari Allah. 

Mengenai ajaran ini pada dasarnya merupakan suatu ajaran yang mengandung 

kepedulian dan sensitifitas yang sangat besar dari Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menjaga lingkungan, sehingga Makkah 

dan Madinah telah menjadi teladan bagi pejagaan ligkungan yang sangat 

strategis untuk dijadikan tauladan oleh umat Islam.  

Di kalangan sahabat, khalifah ‘Umar ibn al-Khattab pernah 

bertawassul dengan sungai nil. Dalam tawassulnya beliau berkata, “Ya Allah, 

inni atawassul bi ma’ nil, as’aluka lisa’adah Misr (Ya Allah, dengan air 

sungai nil, aku berharap rakyat Mesir mendapatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan dari-Mu)”. Mengenai perbuatan tersebut meniscayakan 

penjagaan terhadap sungai nil. Kalau sungai nil dijaga, dilindungi, dan 

dikelola dengan baik, maka rakyat Mesir akan mendapatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Dan bukti sungai nil telah menjadi jalur perdagangan yang luar 

biasa, sehingga bisa membuka peluang-peluang strategis dalam meningkatkan 

ekosistem masyarakat Mesir.
2
 

Dalam ranah ijtihadiyah, konsep konservasi dan restorasi lingkungan 

yang dilakukan ulama salaf, diantaranya yaitu adanya istilah mawat (tanah 

kosong), dimana ada tiga macam cara untuk menghidupkannya, yaitu ihya, 

iqta, dan hima. Ihya merupakan pemanfaatan tanah kosong oleh individu 

                                                             
2 Ibid., 30 
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tertentu untuk kepentingan pribadi, yang menurut Mazhab Hanafi harus 

dengan izin dari pemerintah, sedangkan menurut Mazhab Syafi’i itu tidak. 

Sedagkan iqta yaitu pemanfaatan tanah yang dipelopori dengan cara 

memberikan tanah kepada orang-orang tertentu yang dalam konteks sekarang 

hampir sama dengan transmigrasi. Kemudian hima merupakan pemerintah 

menetapkan ahan tertentu sebagai area lindung yang difungsikan untuk 

masyarakat umum.
3
  

Merancang fiqh al-biah adalah salah satu upaya praktis 

menyelamatkan bumi dan lingkungan dari eksploitasi semena-mena dan 

kerusakan, termasuk global warming. Fiqh al-biah akan memberikan 

hukuman dengan tegas bahwa orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan dan 

merusak suatu tatanan ekosistem yang ada di muka bumi dapat dikatakan 

sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. 

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan 

dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam al-kulliyat al-

khamsah (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat 

manusia, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), 

menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga akal (hifz al-‘aql), dan menjaga 

harta (hifz al-mal). Kelima hal tersebut merupakan keharusan untuk 

menegakkan kemaslahatan di dunia.  

Adanya suatu konsep hima al-bi’ah merupakan salah satu bentuk 

konservasi lingkungan. Dalam istilah ini muncul dalam tradisi Arab yang oleh 

                                                             
3 Ibid. 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam direvitalisasi sebagai dari adanya 

konsep integral ajaran Islam. Konsep ini oleh fikih didefinisikan suatu tempat 

berupa tanah kosong (mati) dimana pemerintah (penguasa) melarang untuk 

mengembala disitu. Pada konsep hima al-bi’ah harus didasarkan pada visi fiqh 

al-bi’ah yang merupakan suatu aktualisasi dari al-maqasid al-shari’ah yang 

bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan. 

Formulasi konsep konservasi dan restorasi lingkungan dalam bingkai 

nalar fikih diharapkan dapat menimbulkan kesadaran praktis yang mendorong 

gerakan massif melalui perlindungan, pelestarian, pemanfaatan secara lestari, 

rehabilitasi dan peningkatan mutu lingkungan yang bertujuan untuk 

kemaslahatan manusia beserta makhluk hidup yang lain dalam jangka panjang 

dan berkesinambungan.
4
 

Pemahaman akan masalah lingkungan hidup (fiqhul bi’ah) dan 

penanganannya (penyelamatan dan pelestarian) sangat perlu untuk diletakkan 

pada suatu pondasi moral yang bertujuan untuk mendukung berbagai upaya 

yang telah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu dalam 

mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih 

berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang 

beriman agar meyakini bahwa dalam suatu masalah lingungan hidup tidak 

dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia beriman serta merupakan 

                                                             
4 Ibid., 50 
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amanah yang harus dijalani yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara 

alam semesta.
5
 

Dalam mewujudkan fikih lingkungan yang diperlukan adalah  

memperkuat konsep maslahah mursalah dan maqasid syariah dan 

memperluas jangkauannya, sehingga mencakup kemaslahatan lingkungan 

sebagai daya dukung penting kehidupan dalam manusia. Mewujudkan 

maslahah dan menolak mudarat sebagai inti dari adanya suatu maqasid 

syari’ah  untuk melindungi jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan (al-ushul 

al-khamsah). 

Syariat pada prinsipnya yaitu mengacu kepada kemaslahatan manusia. 

Mengenai hal ini maka tujuan utama dari syariat Islam (maqashid al-syariah) 

adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat. Dalam hal ini sesuai dengan misi Islam yang secara 

keseluruhan yang rahmatan li al-lamin. Al-Syatibi dalam al-muwafaqat-nya 

menegaskan “telah diketahui bahwa diundangkannya syariat Islam adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan 

yang lain, Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan: “dimana ada kemaslahatan, 

disanalah terdapat hukum Allah”. 
6
 

Sebagai salah satu sumber dan penompang kehidupan bagi makhluk 

hidup, hutan dalam pemanfaatannya banyak mengalami ancaman, kerusakan, 

tantangan, gangguan serta hambatan terhadap pelestarian hutan. Banyak 

                                                             
5 Ara Hidayat, “Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup”, Pendidikan Islam, No. 2 Vol. IV 

(Desember, 2015), 379. 
6
 Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahah”, Az Zarqa’, 

No. 2, Vol. 5 (Desember, 2013), 147. 
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pemanfaatan hutan yang kurang maksimal bahkan tidak sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah tertera, maka dengan adanya hal tersebut 

menjadikan ekosistem hutan menjadi rusak dan memiliki banyak masalah. 

Salah satu masalah yang banyak terjadi adalah mengenai permasalahan 

kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon secara liar.    

Kegiatan yang terkait perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja 

oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab syang tidak memiliki izin 

pemerintah yang sah/resmi dengan yang didasari untuk kepentingan atau 

motif-motif tertentu.  

Hukuman bagi yang melakukan kejahatan tersebut dalam hukum 

pidana Islam termasuk dalam kategori tindak pidana ta’zir yang merupakan 

suatu bentuk tindak kejahatan yang dapat merusak lingkungan hidup dengan 

hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa dengan berdasarkan 

atas suatu keadilan bagi yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam 

hal ini dimaksudkan agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal 

atas apa yang telah diperbuat yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan 

disekitar hutan. 

Di dalam hukum Islam, adanya saksi juga sangat penting dalam 

mengungkap suatu kejahatan dalam tindak pidana, karena saksi merupakan 

orang yang memberitahukan mengenai apa yang telah disaksikannya serta apa 

yang telah dilihatnya. Dengan hal ini maka kesaksian merupakan suatu 

pemberitahuan seseorang yang benar atas apa yang ia lihat untuk menetapkan 

suatu hak bagi orang lain. Selain itu juga pentingnya suatu bukti bisa 
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dilakukan dengan pembuktian untuk membuktikan mengenai kebenaran atas 

apa yang telah terdakwa lakukan dalam tindak pidana tersebut. 

Hukuman ta’zir yang berkaitan delik pidana dengan ‘uqubah ta’zir 

digolongkan menjadi tiga macam, yakni: pertama, delik pidana (kejahatan) 

dan pelanggaran yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah dengan 

bertujuan untuk terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban bagi rakatnya, 

contohnya yaitu aturan tata tertib lalu lintas, perlindungan kehutanan yang 

sangat penting. Kedua, terkait hukuman atau ‘uqubah hudud dan qishash yang 

hukumannya tersebut telah dicantumkan dalam Al Qur’an dan hadis, 

contohnya yaitu percobaan pebunuhan,dan percobaan pencurian. Kemudian 

yang ketiga yakni berbagai macam kejahatan yang dikukuhkan oleh Al Qur’an 

dan juga hadis, akan tetapi mengenai hukuman/sanksinya tidak disebutkan, 

dengan hal ini hukuman tersebut akan diserahkan kepada pemerintah atau ulil 

amri dengan berpedoman kepada suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai dengan delik pidana tersebut, contohnya yaitu saksi palsu dan 

perjudian.
7
  

Syarat dan rukun untuk dijadikan suatu acuhan bahwa pelaku yang 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat dan tentang 

perbuatan yang dipandang sebagai unsur-unsur jarimah yaitu adanya unsur 

umum dan unsur khusus. Dalam rukun umum dijelaskan bahwa unsur-unsur 

yang telah terpenuhi pada setiap jarimah, sedangkan dalam rukun khusus 

yaitu unsur-unsur yang harus terpenuli dari jarimah tertentu. Mengenai hal ini 

                                                             
7 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2018), 181. 
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unsur-unsur jarimah yaitu ada unsur formil dan unsur materiil, unsur formil 

dalam hukum positif disebut dengan asas legalitas, dan dalam hal ini 

dijelaskan bahwa peraturan/nash yang menjelaskan tentang adanya larangan 

bagi perbuatan yang telah diancam dengan hukuman. Kemudian ada unsur 

materiil yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang yang dapat 

membentuk suatu jarimah, baik tingah laku tersebut dengan cara sikap berbuat 

atau dengan cara sikap tidak berbuat. Mengenai unsur materiil tersebut, dalam 

hukum positif disebut sifat melawan hukum.
8
 

Mengenai hukuman dalam perusakan hutan dengan cara melakukan 

penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan dalam hukum pidana 

Islam dikenakan sanksi ta’zir. ‘Uqubah ta’zir yang terbesar yaitu dengan 

adaya hukuman mati dan yang paling ringan yakni berupa peringatan.  “Berat 

ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan berat 

kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa  

kewenangan hakim dalam menjatuhkan tentang berat ringannya hukuman 

tersebut sudah seharusnya ditentukan dalam aspek kualitas dan kuantitasnya, 

penyebab pelaku tersebut melakukan kejahatan serta mempertimbangkan juga 

mengenai edukatif dan adanya rehabilitatif bagi pelaku yang telah 

bersangkutan.
9
 

                                                             

8 Siti Ulfaturrohmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal 

logging) Dalam Perkara No.188/Pid.B/2017/PT. Smg” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri 

Walisongo, Semarang, 2018), 41. 
9
 Ibid., 181 
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Pentingnya dalam memperhatikan aspek-aspek perlindungan dan 

penjagaan dalam bidang kehutanan harus terus dilakukan dan dilestarikan, 

agar kedepannya tidak ada yang melakukan perusakan hutan dengan 

melanggar ketentuan hukum dan merusak ekosistem yang ada di hutan. 

Mengenai suatu permasalahan dalam pencemaran dan perusakan lingkungan 

dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Al Qur’an, yaitu 

firman Allah dalam Surat Al-Qasas (28) ayat 77: 

 واحسن كما احسن الله اليك صلىولاتنس نصيبك من الدنيا صلىالله الدارالاخرة فيماءاتىكوابتغ 

ان الله لا يحب المفسدين قلى  ولا تبغ الفسادفى الارض ىصل  

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak meyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan”.
10

 

Berbuat kerusakan di bumi sangat merugikan bagi suatu 

perkembangan ekosistem pada makhluk hidup dan akan merusak suatu 

kekayaan alam yang ada di bumi. Mengenai larangan berbuat kerusakan di 

bumi, dalam hal ini juga dijelaskan dalam Surat Al-A’raf (7) ayat 56: 

ان رحمت الله قريب من المحسنين قلىبعداصلاحهاوادعوه خوفاوطمعا  ضلار اولاتفسدوا فى   

                                                             
10

 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya Juz 1- Juz 30, (Surabaya: Mekar Surabaya), 

556. 
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“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan”.
11

 

Dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als P. Samsul dan 

ketiga temannya termasuk dalam jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah, 

yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum serta 

merusak lingkungan yang ada di bumi. Pada zaman Rasulullah mengenai 

larangan menebang pohon juga merupakan suatu pesan penting Rasulullah 

setelah menaklukkan kota Makkah. Mengenai penebangan pohon dalam Islam 

juga dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan yang ada di bumi yang 

dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Dalam ihram juga 

terdapat larangan untuk menebang pohon atau mencabut tumbuhan dan ketika 

larangan tersebut dilanggar maka pelaku tersebut dapat dikenakan denda.  

Hutan yang memiliki alam dan aset kekayaan hayati yang beragam, 

mengenai terjaga atau tidaknya lingkungan tersebut tergantung dari perilaku 

manusia sebagai makhluk hidup, karena yang menjadi tantangan terbesar di 

masa akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat 

yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang 

membawa kerusakan (mudarat), baik secara cepat atau lambat pasti akan 

merugikan bagi orang lain secara keseluruhan dan juga sangat merugikan bagi 

ekosistem lingkungan hidup, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan 

dan menyebabkan berbagai dampak yang sangat merugikan. 

                                                             
11 Ibid., 212 
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Adanya suatu kejahatan dalam bidang kehutanan yang dilakukan 

secara terstruktur dan konvensional. Rendahnya pengetahuan tentang 

bahayanya dampak yang dapat menjadikan suatu polemik dalam hutan dan 

kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat, dengan hal ini juga salah satu 

akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena kurang adanya 

edukasi atau pendidikan dan minimnya kesadaran dalam diri masyarakat. 

Dalam menyelesaikan kajian hukum terkait dengan masalah alam 

lingkungan, adanya imbauan mengenai pentingnya melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan hutan serta memberikan suatu ilmu pengetahuan 

mengenai pentingnya keselarasan dalam hidup, maka dengan suatu pelestarian 

dimaksudkan untuk memprioritaskan lingkungan hidup yang ada di hutan agar 

tetap terjaga dan tidak dapat menimbulkan suatu masalah. Selain itu dengan 

cara penanggulangan kejahatan dengan cara usaha yang dilakukan dengan 

adanya pembinaan mengenai pentingnya menjaga hutan dan kesadaran 

terhadap masyarakat umum, yang pada dasarnya merupakan tindakan represif  

atau usaha yang dilakukan untuk menunjukkan upaya terhadap pemberantasan 

hutan dalam kejahatan yang terjadi, dan juga yang sangat penting mengenai 

tindakan preventif atau pencegahan. 

Dalam upaya tentang penanggulangan delik pidana yang dilakukan 

oleh masyarakat, maka terdapat adanya suatu perundang-undangan yang 

difungsikan sebagai aspek dan ketentuan hukuman apa saja yang telah 

dilanggar ketika melakukan delik pidana, serta berbagai partisipasi masyarakat 

untuk mencegah melakukan kejahatan dan pentingnya dalam melakukan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 
 

kelancaran dalam mencegah perbuatan tindak pidana tersebut dengan lebih 

memperhatikan lagi mengenai pentingnya dalam melesratikan sumber daya 

alam. Peningakatan sumber daya alam melalui kesadaran dari masyarakat, 

baik dalam kesadaran lingkungan maupun hukum dapat dilakukan dengan cara 

pendidikan formal maupun informal, karena edukasi yang diberikan kepada 

masyarakat akan sangat membantu untuk kelestarian yang ada di hutan.  

Orang yang melakukan perusakan hutan dengan cara penebangan 

pohon secara tidak sah dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan pelaku 

tersebut akan dikenakan sanksi dengan hukuman ta’zir. Adanya ‘uqubah 

(hukuman) tersebut yang tidak ditentukan dalam Al Qur’an maupun hadis 

untuk itu maka ulil amri yang akan menentukan mengenai berat ringannya 

hukuman yang akan dijalani oleh pelaku tindak kejahatan tersebut dengan 

seadil-adilnya yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku 

sesuai dengan perbuatannya, serta dari adanya hal tersebut dapat menjadikan 

suatu pelajaran berharga dalam hidupnya agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Maksud pokok dari dilakukannya hukuman adalah untuk memelihara 

dan menciptakan kemaslahatan manusia dengan menjaga manusia dari hal-hal 

yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam 

memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan  
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bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkannya hukuman adalah untuk 

memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.
12

 

Hukuman ta’zir yang diberlakukan bagi yang melakukan kejahatan 

tersebut dapat menjadikan suatu hukuman itu untuk meningkatkan rasa 

kesadaran diri bagi pelaku delik pidana bahwa perbuatan yang telah dilakukan 

sangat merugikan bagi kelestarian hutan. Mengenai hal ini, hukuman ta’zir 

nantinya akan diatur dan diberlakukan oleh ulil amri untuk menjatuhkan 

hukuman mana yang paling tepat dan sesuai untuk menghukum pelaku 

tersebut. 

Dengan adanya tindak kejahatan dalam bidang kehutanan, maka 

pentingnya beriman dan beramal shaleh juga harus memperhatikan bahwa 

seluruh alam semesta ini diciptakan Allah SWT untuk seluruh umat agar 

digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka hal ini juga 

dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al-Fath ayat 9, yaitu: 

واصيلا وتسبحوه بكرة قلي وتعزروه وتوقروه لتؤمنوابالله ورسوله  

“Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 

(agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu 

pagi dan petang”.
13 

Jauh sebelum hukum positif di seluruh dunia mengakui adanya asas 

legalitas, Islam telah lebih dahulu mengenal dan menerapkannya. Asas 

tersebut adalah:
14

 

                                                             
12 Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum 

Pidana Di Indonesia”, Hukum Islam, No. 1, Vol. XV (Juni, 2015), 54. 
13

 Ibid., 511 
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 لاجريمةولاعقوبةبلانص

“Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman 

sebelum adanya nash (aturan pidana)”. 

 

Asas kaidah ini mengandung arti bahwa seseorang tidak akan dituntut 

secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan 

bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan 

hukuman. Dengan kata lain seseorang akan dituntut secara pidana apabila ia 

melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 

Adapun pada zaman Rasulullah  tindakan sahabat yang dapat dijadikan 

dasar hukum untuk hudud dan ta’zir, antara lain tindakan Umar bin Al-

Khaththab ketika melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing 

untuk di sembelih. Setelah di telentangkan ia baru mengasah pisau. Umar 

mencambuk orang itu dan berkata, “Ashalah dulu pisau itu”. 

Tujuan dan Syariat-syariat Sanksi Ta’zir:
15

 

1. Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum 

melakukan jarimah. 

2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. 

3. Pendidikan atau edukatif, yaitu dengan bertujuan untuk menjadikan suatu 

pembelajaran ketika hukuman tersebut telah diberlakukan. 

                                                                                                                                                                       
14 Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40. 
15

 Ibid., 142 
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4. Islah atau kuratif, yakni di waktu yang akan mendatang diharapkan 

hukuman ta’zir mampu dapat memperbaiki kualitas pada diri pelaku. 

Ulil amri berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku sesuai 

dengan tindak kejahatan, maka dengan adanya suatu hukuman dimaksudkan 

untuk agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu adanya 

delik pidana atau kegiatan yang dapat melanggar hukum agar dapat dihindari 

karena perbuatan tersebut sangat berdampak buruk terutama pada berbagai 

ekosistem yang ada di hutan. 

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta’zir, yakni: 

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zir hukumannya yaitu 

wajib sebagaimana hudud karena merupakan suatu teguran yang 

disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau 

kepala daerah tidak boleh mengabaikan dan harus melaksanakannya. 

2. Menurut Mazhab Syafi’i, ta’zir hukumannya tidak wajib. Seorang kepala 

negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak 

menyangkut hak adami. 

3. Menurut Mazhab Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan 

dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak 

hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun 

jika berkenaan dengan hak Allah, keputusan terserah hakim. Jika hakim 

berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan 

keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka 
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boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. 

Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat: “Apa yang diwajibkan 

imam untuk menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak Allah adalah 

kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh  

meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”. 

Menurut Imam Al-Syafi’i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi ta’zir 

oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena 

mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan 

apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat. Dalam 

hal ini, maka adanya suatu hukuman ta’zir dimaksudkan untuk menjadikan 

suatu keadilan juga bagi pelaku yang melakukan kejahatan. 

Mengenai hukuman ta’zir mempunyai macam-macam sanksi ta’zir 

yaitu:
16

 

1. Sanksi Ta’zir yang Berkaitan dengan Badan 

a. Hukuman Mati  

Hukuman mati mempunyai beberapa syarat, dan apabila syarat 

tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan ‘uqubah 

(hukuman mati), syarat-syaratnya yaitu: mempertimbangkan dengan 

sebenar-benarnya mengenai dampak dari adanya hukuman tersebut jika 

dilaksanakan. Apabila pelaku tersebut merupakan residivis yang mana 

                                                             
16 Ibid. 147 
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hukuman sebelumnya belum dapat memberikan dampak yang cukup 

berhasil bagi para pelaku. 

Menurut Mazhab Hanafi, sanksi atau hukuman mati dapat 

diberlakukan apabila para pelaku kejahatan tersebut telah melakukan 

bentuk kejahatan secara berulang-ulang. Selain itu dalam kalangan 

Malikiyah, Syafi’iyah dan sebagian dari kalangan Hanabilah juga 

membolehkan tentang adanya hukuman mati sebagai ‘uqubah 

(hukuman) ta’zir yang tertinggi. 

Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati 

sebagai hukuman ta’zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah 

yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, ketertiban 

masyarakat, keamanan, serta disamping saksi hudud tidak lagi 

memberikan suatu pengaruh baginya. 

b. Hukuman Cambuk 

Hakim diberikan kebijakan dan kewenangan dalam memutus 

serta menetapkan mengenai jumlah dalam cambukan, mengenai hal ini 

juga disesuaikan dengan tempat terjadinya perkara tersebut, kondisi dari 

pelaku, waktu, wilayah, dan juga situasi. Dalam hukuman cambuk yang 

sangat penting diperhatikan yaitu mengenai kategori kasusnya atau 

kasus jarimah. Contohnya seperti percobaan perzinahan, dalam hukum 

pidana Islam perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman ta’zir yang 

kurang dari 100 kali cambukan (zina ghairu muhsan).  
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Hukuman cambuk ini cukup efektif dalam menjerat pelaku 

jarimah ta’zir, karena dalam hukuman ini terdapat suatu keistimewaan 

jika dibandingkan dengan sanksi/hukuman dari yang lainnya, yakni:  

1. Dengan hukuman cambuk, dapat menjadikan lebih murni dalam 

penerapannya, karena pada prinsipnya dalam hukuman ini bersifat 

pribadi. Ketika hukuman cambuk ini telah dilaksanakan, maka 

pelaku tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya kembali dan juga 

dapat langsung dilepaskan dari hukuman tersebut. 

2. Hukuman ini bersifat fleksibel dan adil, karena dalam setiap 

jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda dengan 

disesuaikan perbuatannya. 

3. Sanksi cambuk ini dapat menjeratkan dan langsung merasakan efek 

jera, karena dapat langsung merasakan langsung secara fisik. 

Hakim selaku ulil amri yang dapat menentukan dan memutuskan 

mengenai batas minimal dan maksimal dari perbuatan yang telah 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan tersebut, maka dalam 

kaidah dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa: 

 حكم الحاكم يرفع الخلا ف

“Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat”.
17

 

 Hukuman cambuk dalam jarimah ta’zir memiliki tujuan untuk 

menghukum pelaku yaitu sebagai pemberian pelajaran serta tidak boleh 

menimbulkan suatu kerusakan. Hukuman cambuk diarahkan ke 

                                                             
17 Ibid., 151 
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punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan farji. Karena 

apabila hal tersebut diarahkan ke ketiga bagian itu, dikhawatirkan akan 

menimbulkan cacat dan tersangka bisa meninggal dunia. 

2. ‘Uqubah atau Hukuman Ta’zir yang berkaitan dengan Harta 

a. Al-Tamlik (Memilikinya) 

Dalam hukuman benda dapat digabungkan dengan hukuman 

pokok lainnya, yakni dalam sanksi/hukuman denda dan disertai dengan 

cambuk. Mengenai hukuman denda dapat menjadikan suatu hukuman 

pokok yang berdiri sendiri, misalnya: denda yang dikenakan terhadap 

orang-orang yang mencuri berbagai macam buah dari pohon, dan 

adanya pencurian hewan kambing sebelum sampai di tempat 

pengembalaan hewan tersebut. 

Dalam ‘uqubah (hukuman) ta’zir yang berupa dari kepemilikan 

harta benda, yaitu seperti keputusan Khalifah Umar dengan 

melipatgandakan denda tersebut untuk orang-orang yang menggelapkan 

mengenai barang temuan. Selain itu Rasulullah juga melipatgandakan 

mengenai denda bagi orang yang telah mencuri buah-buahan dengan 

disamping dari adanya hukuman cambuk. 

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda 

yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak 

dipastikan kesempurnaannya.
18

 

                                                             
18 Ibid., 159 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

1. Denda yang dipastikan kesempurnaanya adalah adanya denda yang 

mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan Allah. 

Misalnya: 

a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang 

buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban. 

Selain itu, dalam melakukan ihram juga adanya suatu 

pelarangan yaitu seperti memotong kuku, menutupi kepala dan 

mengenakan baju berjahit bagi laki-laki, serta 

mencukur/mencabut rambut.  

b) Dalam perang juga terdapat larangan mengenai membakar 

pohon dan ketika dilanggar maka akan mendapatkan suatu 

denda. Di dalam Islam sangat menganjurkan untuk menjaga 

dan merawat pohon karena pohon juga dapat berfungsi sebagai 

tempat berteduh dan menyerap karbondioksida (CO2), untuk 

itulah sangat penting untuk tidak merusak pohon agar tetap 

terjaga dan bermanfaat bagi makhluk hidup agar tidak adanya 

suatu kerusakan. 

2. Denda yang tidak pasti kesempurnaanya yaitu adanya suatu ijtihad 

hakim yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggar oleh 

pelaku kejahatan tersebut, dengan adanya hal ini maka tidak 

adanya suatu ketetapan hudud dan ketentuan dalam syariatnya. 

Dalam sanksi ta’zir selain adanya hukuman denda, 

mengenai hukuman ta’zir yang berupa tentang harta benda yaitu 
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perampasan harta atau dengan dilakukannya penyitaan. Adapun 

persyaratannya yaitu: 

1) Harta yang digunakan sesuai dengan fungsinya. 

2) Harta yang diperoleh harus dengan cara yang halal. 

3) Dengan cara tidak menganggu hak orang lain, maka harta 

tersebut digunakan dengan semestinya. 

  Ulil amri berhak melaksanakan dan menerapkan dalam 

hukuman ta’zir yang berupa perampasan atau penyitaan yang 

digunakan sebagai ‘uqubah (hukuman) sebagai dari adanya sanksi 

atas apa yang telah dilakukan jika dari berbagai persyaratan 

tersebut tidak dipenuhi. 

b. Al-Itlaf  (Menghancurkannya)
19

 

Dalam hukuman ta’zir yang berlaku bagi barang-barang yang 

memiliki tujuan sebagai kemungkaran, akan dapat diberlakukan dengan 

cara penghancuran. Contohnya yaitu: penghancuran dari adanya 

permainan-permainan yang dapat mengandung unsur kemaksiatan, 

perusakan mengenai berbagai macam patung milik orang-orang Islam, 

penghancuran mengenai tempat untuk minum minuman khamr.  

c. Al-Ghayir (Mengubahnya) 

Adanya suatu hukuman ta’zir yang dilakukan dengan cara 

mengubah dari harta pelaku, contohnya yaitu: memotong bagian dari 

                                                             
19 Ibid., 158 
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kepala patung dengan di desain dengan cara mirip vas bunga atau 

pohon yang telah disembah oleh orang muslim. 

3. Hukuman Ta’zir yang Berkaitan dengan Hal Kemerdekaan Seseorang  

a. Hukuman Pengasingan 

  Hukuman pengasingan merupakan suatu hukuman had, akan tetapi 

dalam prakteknya tentang hukuman tersebut dalam hukuman ta’zir juga 

diterapkan. Dengan diasingkannya bagi pelaku kejahatan dengan maksud 

agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh buruk, karena pelaku 

jarimah tersebut dapat meresahkan masyarakat, untuk itulah hukuman 

pengasingan dapat dilaksanakan. 

b. Hukuman Penjara 

  Diberlakukannya hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok 

serta hukuman tambahan, apabila hal tersebut dalam hukuman pokok yang 

berupa sanksi/hukuman cambuk tersebut tidak membawa dampak bagi 

terhukum. Ada dua istilah dalam hukuman penjara yakni al-sijnu dan al-

habsu yang memiliki makna al-man’u, yang berarti mencegah; menahan. 

Mengenai hal ini, menurut Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa al-habsu 

adalah tindakan untuk menahan orang agar tidak melakukan bentuk 

perbuatan yang dapat melanggar hukum.
20

 

  Dalam hukuman penjara terbagi menjadi dua hukuman yaitu 

tentang hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara 

terbatas merupakan hukuman yang mengenai lamanya suatu hukuman 

                                                             
20 Ibid., 152 
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tersebut dibatasi dengan secara tegas. Contohnya yaitu: bersaksi palsu, 

jarimah penghinaan, dan memakan riba. Tidak adanya batas maksimal 

yang dapat dijadikan pedoman yang untuk itulah akan diserahkan kepada 

hakim dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari pelaku, kondisi 

dan situasi selama kejadian jarimah terjadi, dan juga perbedaan kondisi 

jarimah.  

  Dengan adanya pidana penjara terbatas, maka terdapat juga 

mengenai  hukuman penjara yang tidak terbatas. Dalam hukuman ini dapat 

disebut dengan hukuman seumur hidup, sanksi tersebut dikenakan kepada 

pelaku jarimah yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan suatu 

dampak yang buruk. Contohnya seperti orang yang mengikat orang lain 

kemudian melemparkan orang tersebut ke kandang harimau. Menurut 

Imam Abu Yusuf, apabila orang yang dilemparnya tadi meninggal dunia, 

maka pelaku tersebut dapat dikenai hukuman seumur hidup.
21

 

  Mengenai hukuman penjara yang tidak terbatas, terdapat juga 

hukuman penjara yang dibatasi hingga yang terhukum tersebut bertaubat, 

dengan hukuman tersebut yang bertujuan untuk mendidik. Adanya suatu 

hukuman tersebut agar dapat menjadikan suatu edukasi atau pendidikan 

bagi para pelaku tindak kejahatan yang telah melanggar hukum.  

4. Sanksi ta’zir yang lainnya yakni seperti dengan adanya peringatan keras 

mengenai kejahatan apa yang telah pelaku perbuat, adanya suatu nasihat, 

                                                             
21 Ibid., 154 
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diberlakukannya sebuah pengumuman mengenai kesalahan yang terbuka 

yaitu seperti diberitakan di media elektronik dan media cetak. 

 Ta’zir yang sesuai bagi pelaku penebangan pohon yaitu dengan 

diberlakukannya sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

dengan cara hukuman penjara dan hukuman denda, serta mengenai batas minimal 

dan maksimal dari hukuman penjara tersebut ditetapkan oleh penguasa atau ulil 

amri dengan berpedoman kepada perundang-undangan dalam bidang kehutanan. 

Hukuman bagi yang telah melaggar aturan hukum harus selalu ditegakkan, karena 

dalam msyarakat terutama yang ada disekitar hutan serta makhluk hidup yang 

lainnya yang langsung dapat merasakan berbagai dampak dari rusaknya hutan. 

Dengan adanya hal ini, dimaksudkan hukuman ta’zir untuk menjadikan suatu 

pelajaran bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. 

B. Penebangan Pohon Secara Tidak Sah Di Kawasan Hutan Dalam 

Perspektif Hukum Positif 

Hutan yang berfungsi sebagai sumber daya alam yang sangat penting 

bagi makhluk hidup dan bagian dari sumber daya nasional serta memiliki 

peranan yang sangat penting bagi aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup, 

ekosistem bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan serta memiliki banyak manfaat 

bagi kehidupan. Hutan dapat diartikan sebagai aset terpenting yang ada di 

alam hayati ini, hutan juga sangat potensial karena dapat dimanfaatkan bagi 

pembangunan nasional yang mempunyai tujuan dalam memberikan suatu 

pengelolahan sumber daya alam yang banyak bagi makhluk hidup serta 

sebagai ekosistem dalam pengelolahan lingkungan hidup. 
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Hutan yang memiliki suatu kesatuan ekosistem dan sumber daya alam 

hayati yang sangat beragam dan didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungan. Jenis-jenis hutan juga sangat beragam, maka berdasarkan 

statusnya hutan terdiri dari:
22

 

a. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 

atas tanah. Hutan negara terdiri dari: 

1) Hutan Adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan 

kepada masyarakat hukum adat, yang sebelumnya disebut hutan 

ulayat, hutan pertuanan, hutan marga, dan sebutan lainnya. 

2) Hutan Kemasyrakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatannya 

berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. 

3) Hutan Desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa serta dapat 

dimanfaatkan sebagai kesejahteraan desa. 

b. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 

tanah. 

Selain berdasarkan dari statusnya, jenis-jenis hutan juga dapat dilihat 

berdasarkan fungsinya, hutan terdiri dari: 

a. Hutan Konservasi, yaitu suatu kawasan hutan yang mempunyai ciri khas 

tertentu serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 

Kawasan hutan konservasi terdiri atas: 

                                                             
22 Ibid., 19 
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1) Hutan Suaka Alam, merupakan hutan yang mempunyai ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta berfungsi sebagai 

penyangga kehidupan. 

2) Hutan Pelestarian, merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pemanfaatan sumber daya alam hayati beserta 

ekosistemnya, dan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

berbagai satwa. 

3) Taman Buru, merupakan suatu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai 

tempat wisata berburu. 

b. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tatanan 

air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan 

tanah, dan mengendalikan erosi. 

Berdasarkan kepentigan pengaturan iklim mikro, peresapan air, estetika, 

maka disetiap kota ditetapkan suatu kawasan tertentu sebagai hutan kota. 

Selain itu berdasarkan tujuan khusus, hutan dapat difungsikan sebagai 

kepentingan umum seperti: pendidikan dan latihan, penelitian dan 

pengembangan, serta kepentingan religi dan budaya.
23

 

Pengelolahan dan pemanfaatan dalam sektor kehutanan menjadi salah 

satu masalah terpenting dari lingkungan hidup yang menjadi titik acuan dan 

                                                             
23 Ibid., 20 
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menjadikan suatu sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi juga 

menjadikan suatu acuan global karena sangat pentingnya hutan bagi seluruh 

makhluk hidup. Pentingnya menjaga kelestarian hutan serta harus dijaga 

dengan baik maka perlu penanganan khusus dalam menjaga dan memelihara 

hutan dengan baik agar tidak menjadikan hutan menjadi sumber masalah.  

Ketika akan melakukan suatu penebangan pohon secara sah/legal maka 

yang harus diperhatikan yaitu memiliki dokumen yang legal dan sesuai 

dengan prosedur yang benar, mempunyai izin sesuai aturan yang telah 

diterapkan, pada pohon tersebut terdapat lingkaran tahun yang sudah layak 

untuk di tebang, menebang pohon dengan tujuan untuk sosial seperti adanya 

keperluan yang ada di desa. Akan tetapi tetap saja ada berbagai oknum yang 

tidak bertanggung jawab dalam perusakan hutan seperti banyak yang terjadi 

yaitu mengenai penebangan pohon secara tidak sah yang mengakibatkan 

dampak sangat buruk bagi hutan serta berbagai ekosistem yang ada 

disekitarnya. 

Hutan mampu memberikan banyak manfaat yang justru cenderung tidak 

ternilai harganya, antara lain hutan dapat berperan sebagai pengatur sistem 

tatanan air yang ada di bumi sehingga dengan adanya hal ini dapat menjadikan 

hutan mampu mencegah banjir di musim hujan serta dapat menanggulangi 

ancaman kekeringan pada musim kemarau. Di dunia internasional juga 

mengakui bahwasanya keberadaan hutan menjadikan suatu sektor sumber 

daya sebagai salah satu bagian terpenting dalam terwujudnya keseimbangan 

ekosistem dalam planet bumi melalui fungsinya dengan tujuan untuk 
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menyerap emisi berbagai polutan beracun dan gas yang dapat menjadikan 

penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta dapat menimbulkan 

menipisnya lapisan ozon.  

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 3 menjelaskan bahwa perusakan hutan 

adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan 

pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin 

yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam 

kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang 

sedang diproses penetapannya. 

Perusakan hutan yang dilakukan dengan cara menebang pohon secara 

tidak sah merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara illegal, 

melanggar hukum, dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

Mengenai hal ini sangat marak terjadi karena masyarakat tidak memperhatikan 

kelestarian hidup, dalam hal ini bukan hanya dapat menimbulkan dampak 

kerusakan hutan saja akan tetapi juga menimbulkan kerusakan pada berbagai 

habitat makhluk hidup yang ada disekitar hutan, selain itu dapat menimbulkan 

implikasi pada kerugian ekonomi yang besar apabila terjadi secara terus 

menerus. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam perusakan hutan yaitu suatu 

kegiatan, penebangan kayu, pengolahan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan 

hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. 

Maka dengan adanya unsur-unsur tersebut sebaiknya tidak boleh dilanggar 
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oleh masyarakat, karena jika dilanggar maka perbuatan tersebut dapat 

dikenakan suatu hukuman. Untuk itu peranan masyarakat juga sangat 

berpengaruh penting karena apa yang akan dilakukan oleh masyarakat akan 

berdampak pada semua tatanan yang ada di hutan. 

Tingginya polemik atau permasalahan pada kerusakan hutan 

menjadikan hutan yang awalnya memberikan suatu manfaat berupa 

sumbangan terbesar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi akan tetapi 

nyatanya hutan diikuti dengan banyak isu kerusakan. Hal ini sangat 

menjadikan hutan menjadi dampak masalah seperti: banjir, tanah longsor, dan 

erosi. Maka dengan adanya hal ini, hutan akan menjadi sumber masalah yang 

ada di bumi dan akan menjadikan kerusakan yang sangat buruk dan tidak 

dapat dimanfaatkan kembali kekayaan tersebut. 

Kejahatan kehutanan dilakukan baik secara perorangan maupun 

kelompok. Kejahatan merupakan bentuk perbuatan yang tidak hanya 

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi hal tersebut 

juga bertentangan dengan nilai agama, nilai keadilan masyarakat, dan nilai 

moral. Padahal dalam tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan 

tersebut dapat melanggar peraturan kehutanan, seharusnya perilaku dari orang 

yang melakukan kejahatan tersebut harus lebih memperhatikan kembali 

mengenai dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi ekosistem yang ada di 

hutan. 
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Adanya suatu kejahatan akan menjadikan perbuatan tersebut menjadi 

perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan 

ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
24

 Oleh sebab itu, tindak pidana 

menuurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana 

adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, menurut 

Fitzgerald yakni punishment is the authoritative iflictionof suffering for an 

offence.
25

 

Unsur-unsur yang mencolok dalam kerusakan hutan yang dilakukan 

dengan cara penebangan pohon secara tidak sah adalah perusakan hutan yang 

akan berdampak kerugian baik dari aspek ekonomi, biosfer, maupun sosial 

budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak melalui proses perencanaan secara 

komperhensif, maka dapat berpotensi merusak hutan yang sangat besar 

sehingga kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan serta dapat 

menjadikan punahnya makhluk hidup yang ada di hutan itu sendiri. 

Untuk menjamin hutan tetap asri dan lestari perlu dilakukan 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dan memberikan suatu efek jera bagi para pelaku 

                                                             
24

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59. 
25 Ibid., 7 
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didalam perusakan hutan, dengan cara meningkatkan kemamapuan dan 

koordinasi, bekerjasama dengan berbagai aparat kepolisian serta aparat dalam 

bidang kehutanan dan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menangani 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.  

Mengenai pencegahan dan perusakan hutan dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam rangka 

pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:
26

 

a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan. 

b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan. 

c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan. 

d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar 

yuridis batas kawasan hutan. 

e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan.    

Selain dengan adanya kebijakan, terkait dengan adanya perlindungan 

hutan juga sangat penting. Kekayaan alam yang sangat beragam menjadikan 

hutan sebagai aset yang cukup memadahi untuk dikelolah dan dilestarikan 

dengan baik, selain itu melakukan program dengan cara rehabilitasi dan 

pengelolahan lahan hutan juga dapat dilakukan seperti dengan cara 

penghijauan, reboisasi atau penanaman hutan kembali, dan juga penerapan 

                                                             
26

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan  
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mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif pada pengelohanan sumber 

daya alam. 

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam memiliki 

tujuan untuk membatasi dan mencegah kerusakan hutan, dan dengan 

pengawasan hutan juga harus dilakukan. Mengenai hal ini, dalam aspek 

tersebut pentingnya rencana pengelolahan harus dilakukan dan diprogramkan 

secara terstruktur dan terlaksana. Rehabilitasi hutan juga harus dipikirkan dan 

dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk memulihkan dan 

mengembangkan fungsi dari sumber daya alam hayati hutan.  

Akan tetapi dengan upaya dari pemerintah mengenai pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan, para oknum yang tidak bertangggung jawab 

masih banyak yang melakukan tindakan pada sektor hutan yang dilakukan 

secara liar itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem hutan yang ada 

di Indonesia. Penebangan juga berdampak sangat merugikan masyarakat 

sekitar hutan, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh 

kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi saja, akan tetapi 

juga mengakibatkan hilangnya kekayaan yang tidak ternilai harganya. Adapun 

dampak-dampak dari perusakan hutan yang dilakukan dengan cara 

penebangan pohon secara tidak sah yaitu sebagai berikut: 

 Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada 

saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.  

Kedua, yakni mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah 

perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk 
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menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, 

sekarang mulai menipis dan berkurang karena dilalap para pembalak liar. 

Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang 

subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah 

yang subur semakin berkurang. Keempat, yaitu dapat membawa dampak 

musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, 

devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan 

sosial dan daerah dari sekitar kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan 

atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. 

Adanya kerusakan hutan terjadi akibat adanya perubahan fisik, sifat 

fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak 

dapat berperan secara dengan fungsinya. Kerusakan hutan tersebut 

mengakibatkan hutan dan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Hutan adalah 

bagian dari lingkungan hidup, perusakan hutan berarti perusakan pula 

terhadap lingkungan hidup. 

Dalam hukum positif, pelaku yang melakukan tindak pidana 

penebangan pohon ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan, mengenai kasus kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als 

P. Samsul telah melanggar ketentuan dalam aspek kehutanan yang terdapat 

pada Pasal 82 ayat (1) huruf c yang berbunyi: orang perseorangan dengan 

sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana 
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). 

Jadi jelas bahwa tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di 

kawasan hutan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, aspek kehutanan 

dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek 

ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan 

merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, 

sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan 

Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan ini.
27

 

                                                             
27

 Ibid., 35 
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BAB III 

PUTUSAN NOMOR 307/PID.B-LH/2019/PN JMR TENTANG TINDAK 

PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN 

HUTAN  

A. Profil Pengadilan Negeri Jember 

Pengadilan Negeri Jember merupakan suatu lembaga peradilan yang 

berada di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu 

kota/kabupaten atau kota. Dalam hal ini pengadilan tersebut menjadi 

pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri memiliki fungsi sebagai 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. 

Mengenai daerah hukumnya, pengadilan negeri meliputi wilayah 

kabupaten/kota. 

Bentuk dari suatu sistem peradilan yang dilaksanakan di peradilan 

yaitu sebuah forum publik yang resmi serta dilaksanakan dengan hukum acara 

yang berlaku dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau 

perselisihan serta untuk mencari suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengadilan Negeri Jember termasuk dalam kategori kelas 1 A, 

pengadilan ini terletak di Jalan Kalimantan No. 3 Jember yang dipimpin oleh 
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Bapak Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. Dalam pengadilan negeri tersebut, 

mempunyai visi dan misi yaitu:
1
 

Visi: Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. 

Misi:  

1. Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transfaransi badan peradilan. 

Mengenai suatu delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa Saiman 

als. P. Samsul pada wilayah hutan Pace Kabupaten Jember, maka terdakwa 

Saiman als. P. Samsul disidang dan diadili pada suatu wilayah di daerah 

Jember. Karena menurut teori, biasanya tentang locus delicti ini ada dua 

aliran, yaitu:
2
 

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa 

berbuat. 

2. Aliran yang menentukan di berbagai tempat, yaitu mungkin tempat 

kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat. 

Locus Delicti dapat diartikan sebagai berikut:
3
 

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang 

ditimbulkannya. 

                                                             
1 http://www.pn-jember.go.id/ diakses pada tanggal 07 April 2020. 
2
 Ibid., 86 

3 Rachmat Trijono, Kamus Hukum, (Jakarta: Pustaka Kemang), 2016, 124. 

http://www.pn-jember.go.id/
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2. Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang 

berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan; tempat 

dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya 

melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam 

perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut 

perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.  

Dalam aliran kedua ini juga berlaku untuk tempus delicti, artinya: 

waktu dilakukannya perbuatan pidana adalah waktu kelakuan dan waktu 

akibat, jadi boleh pilih antara dua saat itu menurut maksudnya aturan yang 

akan dikenakan. 

B. Deskripsi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr 

merupakan putusan yang menjelaskan mengenai tindak pidana penebangan 

pohon secara tidak sah di kawasan hutan. Dalam perkara tersebut dijelaskan 

mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku Saiman als P. Samsul, 

sebagaimana berikut: 

1. Identitas Terdakwa 

Identitas terdakwa merupakan suatu syarat yang ada di dalam 

proses persidangan yang mana hal ini dilakukan setelah hakim membuka 

jalannya suatu persidangan.  

Dalam Pasal 155 KUHAP menjelaskan bahwa pada permulaan 

sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama 
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lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan 

terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan 

dilihatnya di sidang.
4
  

Pemeriksaan identitas terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri 

Jember nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr disebutkan bahwa perbuatan 

pidana yang dilakukan oleh pelaku Saiman als P. Samsul berusia 56 tahun 

(Jember, 6 Maret 1963), bertempat tinggal di Dusun Silosanen RT 01 RW 

05 Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, beragama Islam, 

dan pekerjaannya adalah petani/pekebun. 

2. Peristiwa Hukum 

Peristiwa hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 

307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr menjelaskan tentang pelaku yang melakukan 

perbuatan pidana yang melakukan tindakan penebangan pohon secara 

illegal di hutan Pace yang berada di wilayah Jember. 

Proses perbuatan pidana yaitu berawal dari terdakwa Saiman als P. 

Samsul yang turut serta melakukan atau secara bersama-sama dan 

bersekutu dengan Nobi, Hadi dan Ripin (Ketiganya DPO). Perbuatan 

tersebut dilakukan di wilayah hutan Pace masuk Desa Mulyorejo, 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

                                                             
4
 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana) 
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Jember. Mereka melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa, 12 

Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB.  

Saksi Kateni bersama saksi Baihaqi, Muhammad Sholeh dan 

Ahmad Fauzi melakukan patroli rutin secara terpisah. Saksi Kateni 

berpatroli di petak 2 dan 3 bersama anggota Mandor Polter yang lain, 

sementara Baihaqi, Muhammad Sholeh, dan Ahmad Fauzi berpatroli di 

petak 11, 12 dan 13. Pada pukul 10.00 WIB sesampainya di petak 12 b, 

Baihaqi, Muhammad Sholeh, dan Ahmad Fauzi mendengarkan ada orang 

yang melakukan penebangan pohon, selanjutnya mereka mendekati 

sumber suara tersebut sekitar jarak 20 meter mereka melihat 4 (empat)  

orang yaitu terdakwa Saiman als P. Samsul, Nobi, Hadi, dan Ripin yang 

sedang melakukan penebangan pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon lalu 

merimbas batang pohon tersebut menjadi bentuk persegi, dan memotong 

kembali menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter dengan menggunakan 

gergaji dan kapak, akan tetapi ketika ditanyai oleh para saksi mengenai 

dokumen izin untuk penebangan pohon mereka tidak dapat 

menunjukkannya.  Kemudia ketika Saiman als. P. Samsul, Ripin, Nobi, 

dan Hadi hendak diamankan oleh petugas tersebut (saksi) mereka kabur 

atau melarikan diri, akan tetapi Saiman als P. Samsul yang berhasil 

ditangkap oleh para saksi tersebut lalu dibawa ke Polres Jember untuk 

diproses lebih lanjut. 
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Atas perbuatannya yang telah dilakukannya, maka terdakwa 

dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:
5
 

a. Menyatakan terdakwa Saiman als. P. Samsul telah terbukti secara 

bersalah “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf c” mengenai hal ini perbuatan terdakwa diancam dengan ancaman 

pidana dalam dakwaan primer kesatu, pada dakwaan tersebut yang 

terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c undang-

undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiman als. P. Samsul dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 

c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah 

gergaji tangan, untuk dirampas dan juga dimusnahkan. 

1. 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati. 

2. 3 (tiga) batang potongan (brontos pohon kayu jati). 

3. 4 (empat) batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbas. 

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- 

(lima ribu rupiah). 

                                                             
5
 Hasil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri 

Jember Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr, 2. 
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Dalam persidangan dan mengenai penjatuhan sebuah putusan, 

majelis hakim menyatakan mengenai pendapatnya tentang apa yang telah 

dipertimbangkan dan apa yang telah menjadi amar putusannya. Akan 

tetapi, adanya suatu tahapan yang harus dilakukan sebelum pada tahapan 

tersebut yakni mengenai tahapan pebuktian dalam menjatuhkan pidana 

terdakwa. 

3. Fakta-Fakta Hukum 

Fakta-fakta hukum meliputi keterangan saksi dibawah sumpah dan 

bukti-bukti. Fakta hukum yang meliputi orang yang dapat menjadi saksi, 

benda, bangunan, atau barang bukti yang hadir secara fisik (presence) di 

dalam suatu persidangan. Dalam hal ini, berdasarkan suatu fakta hukum 

dalam putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN 

Jmr diperoleh: 

a. Keterangan Saksi 

Dalam Pasal (1) ayat 27 KUHAP menjelaskan bahwasanya 

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu.  

Adapun para saksi yang dapat memberikan suatu keterangan 

dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

1. Saksi I: Baihaqi 
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Saksi adalah orang yang melakukan operasi rutin di wilayah 

hutan Perhutani RPH Pace pada tanggal 12 Februari 2019 sekitar 

pukul 10.00 WIB. Saksi memergoki terdakwa bersama dengan 3 

orang temannya melakukan penebangan pohon kayu jati, akan tetapi 

ketiga temannya terdakwa berhasil kabur. Setelah dicek ada 5 pohon 

kayu jati yang telah ditebang pada petak 12 b, terdakwa bersama 

dengan temannya melakukan penebangan tersebut dengan cara 

merimbas batang pohon kayu jati menjadi bentuk persegi, kemudian 

dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter, dalam hal ini 

terdakwa bersama dengan 3 temannya melakukan penebangan 

dengan menggunakan alat gergaji dan kapak. Ketika ditanya 

mengenai dokumen, terdakwa bersama dengan teman-temannya 

tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.  

Petugas perhutani bersama dengan Polres Jember melakukan 

pengecekan dengan meneliti: adanya kesamaan umur berdasarkan 

lingkaran yaitu kurang lebih berumur 12 tahun, kondisinya masih 

sama-sama basah, adanya kesamaan lekukan atau alur. Dengan 

melakukan pengecekan tersebut maka cocok dengan bontos kayu jati 

yang ada di lokasi. 

Dalam hal ini warga disekitar hutan telah mengetahui bahwa 

hutan tersebut milik perhutani yang sudah diberi tulisan/plang 

peringatan yang ada di setiap pintu masuk. Adanya tindak pidana 
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tersebut secara materiil kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp 

4.610.000,00. 

2. Saksi II: Muhammad Sholeh 

Hari Selasa, 12 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, 

bersama dengan Baihaqi dan Ahmad Fauzi melakukan operasi rutin. 

Kemudian memergoki ada orang yang melakukan penebangan pohon 

kayu jati di kawasan hutan Perhutani RPH Pace, akan tetapi ketiga 

teman terdakwa berkasil kabur karena ketika ditanya terkait 

dokumen tidak dapat menunjukkannya. Kemudian setelah dicek 

ternyata ada 5 pohon kayu jati yang ditebang pada petak 12 b, lalu 

merimbas batang kayu menjadi bentuk persegi, kemudian dipotong 

menjadi 2 bagian dengan panjang 2,5 meter. Tindakan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan alat gergaji dan kapak. Secara 

materiil perbuatan tersebut merugikan Perhutani sekitar Rp 

4.610.000,00. Dengan tunggak kayunya yang telah diamankan dan 

diteliti, maka hasilnya cocok dengan bontos kayu yang telah 

ditebang. 

3. Saksi III: Kateni 

Sekitar pukul 10.00 WIB, hari Selasa tanggal 12 Februari 

2019, saksi bersama dengan 3 temannya melakukan patrol rutin, 

akan tetapi melihat ada orang yang sedang melakukan penebangan 

pohon kayu jati, dan ketika terdakwa dan 3 temannya ditanya 

mengenai dokumen terkait mereka tidak dapat menunjukkannya. 
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Maka dari itu, mereka kabur akan tetapi terdakwa Saiman als. P. 

Samsul yang berhasil ditangkap. Setelah melakukan pengamanan, 

pengecekan dan bongkahan kayu tersebut diteliti, ternyata cocok 

dengan pohon kayu jati tersebut yang telah ditebang. Dengan hal ini, 

secara materiil Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 

4.610.000,00. 

b. Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa merupakan semua keterangan yang 

dinyatakan oleh terdakwa di persidangan. Dalam kasus ini, terdakwa 

mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya. 

c. Barang Bukti 

Berdasarkan barang bukti yang telah diajukan di persidagan yaitu 

sebagai berikut: 

1. 2 (dua) buah gergaji tangan 

2. 1 (satu) buah kapak 

Adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti 

tersebut dirampas untuk dimusnahkan: 

1. 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati 

2. 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati) 

3. 4 (empat) batang pohon kayu jati dengan panjang +  170 cm yang 

sudah dirimbas. 
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Isi pokok dari keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti dapat 

disimpulkan bahwa terdakwa Saiman als P. Samsul telah melakukan 

tindak pidana kejahatan penebangan pohon jati secara tidak sah, maka 

terdakwa dituntut oleh Jaksa Penutut Umum dengan pidana penjara selama 

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan 

Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr 

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memperhatikan dari 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, dan alat bukti/barang 

bukti. Dengan hal ini, maka hal-hal yang menjadikan pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan suatu putusan adalah: 

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan di dalam surat 

dakwaan dengan register perkara 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr. 

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan dari 

Penuntut Umum. 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya 

terdakwa membenarkannya. 

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya yakni sebagaimana termuat selengkapnya 

dalam berita acara. 
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Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut yang 

pada pokoknya terdakwa membenarkannya. 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan 

kepada Perhutani Jember sehingga dari hal ini cukup beralasan hukum untuk 

dipertimbangkan dalam pembuktian mencakup perkara ini. 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta 

selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan 

fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan dengan telah 

melakukan tindakannya yakni tindak pidana yang telah didakwakan 

kepadanya atau tidak. 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah 

mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk 

alternatif, yaitu dakwaan primair kesatu melanggar ketetuan dari Pasal 82 

ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c undang-undang Republik Indonesia 

nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan yang kedua yaitu melanggar 

ketentuan yang ada di Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP.  

Dalam memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim 

memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

Unsur “setiap orang” urgensinya merujuk kepada orang yang harus 

mempertanggungjawabkan kejadian/perbuatan yang didakwakan atau 

setidak-tidaknya tentang siapa orangnya yang harus dijadikan seorang 

terdakwa dalam perkara pidana. 

Dalam suatu persidangan mengenai berdasarkan dari adanya fakta 

hukum yang telah terungkap, bahwa terdakwa Saiman als. P. Samsul yang 

identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas 

terdakwa pada waktu dalam surat dakwaan dipersidangan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 

2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Jati dalam Kawasan 

Hutan Secara tidak Sah 

Dalam kasus ini, yang dimaksud unsur dengan sengaja melakukan 

penebangan pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu 

terdakwa Saiman als. P. Samsul bersama dengan 3 temannya melakukan 

penebangan pohon kayu jati, lalu merimbas batang pohon kayu jati 

tersebut menjadi bentuk persegi dan dipotong menjadi 2 bagian dengan 

panjang 2,5 meter. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 

alat gergaji dan kapak. Ketika ditanyai oleh para saksi yang melakukan 

operasi rutin di hutan tersebut, terdakwa dan 3 orang temannya tidak dapat 

menunjukkan dokumen-dokumennya. 

3. Unsur Mengenai Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan 

Turut Serta Melakukan 
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 Berdasarkan suatu fakta dalam persidangan terdakwa bersama 3 

orang temannya melakukan penebangan kayu jati dengan peran masing-

masing. Dalam hal ini ketiga teman terdakwa berhasil kabur atau 

melarikan diri, dengan adanya hal ini sehingga dari pertimbangan tersebut 

unsur-unsur tersebut yang dikategorikan dengan bersama-sama telah 

terpenuhi. 

 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka 

dengan hal ini terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

dalam dakwaan alternatif kesatu. 

 Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai 

dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. 

a.  Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat. 

b. Keadaan yang meringankan: terdakwa berterus terang di persidangan. 

D. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan 

kepada terdakwa sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Saiman alias P. Samsul telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan secara bersalah dengan cara melakukan tindak pidana dengan 
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sengaja turut serta melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan 

secara tidak sah. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiman alias P. Samsul dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda 

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 

(dua) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 

1) 2 (dua) buah gergaji tangan 

2) 1 (satu) buah kapak 

Dirampas untuk dimusnahkan: 

1) 5 (lima) buah potongan tunggak pohon kayu jati 

2) 3 (tiga) batang potogan (bontos kayu jati) 

3) 4 (empat) batang kayu jati panjang+ 170 cm yang sudah dirimbas 

Dikembalikan kepada KRPH Pace BKPH Mayang melalui saksi 

Baihaqi. 

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima 

ribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 307/PID.B-LH/2019/PN JMR 

TENTANG TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK 

SAH DI KAWASAN HUTAN  

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Putusan Nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr 

Pertimbangan hukum adalah suatu dasar dalam argumentasi hakim 

dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim menurut Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pemikiran-

pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat 

hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.
1
 Setiap hakim 

wajib menyampaikan pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan.  

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa pertimbangan yang disusun secara 

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh 

dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

Adanya suatu pertimbangan hukum hakim dimaksudkan adanya suatu putusan 

pengadilan yakni mengenai pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pembebasan atau lepas atau 

pemidanaan dari tuntutan hukum. 

Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara juga 

harus adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa 

semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan 

yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan 

memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap 

orang.
2
 Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak 

bertikad semata-mata untuk menghukum, maka pertimbangan hakim dan 

putusan hakim dimaksudkan agar dapat menjadi suatu putusan yang tidak 

saling merugikan. Hakim juga harus memiliki rasa tanggungjawab, 

bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya 

segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki 

keberanian untuk menanggung dari segala akibat mengenai keberanian untuk 

menanggung dari suatu akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya 

tersebut. 

Penelitian ini mempunyai tujuan dan fokus tentang analisa 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Jember 

nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr dalam pertimbangan hakim tentang 

menjatuhkan suatu putusan harus memiliki rasa keadilan bagi semua pihak, 

                                                             
2 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial, Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim, 11. 
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dan hakim diharapkan memiliki suatu keyakinan dengan melibatkan beberapa 

alat bukti dan barang bukti yang sudah dicek atau diteliti yang sudah 

dhadapkan dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan 

riwayat hidup dari terdakwa bahwa terdakwa tersebut belum pernah 

melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Dalam suatu pertimbangan 

hakim yang dijadikan sebagai titik acuan hakim dalam memutus perkara yaitu 

meliputi saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta adanya unsur-unsur yang 

ada di dalam suatu undang-undang.  

Mengenai tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah terjadi di 

wilayah hutan Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adanya delik pidana 

yang terjadi di hutan tersebut adalah hutan jati yang berada di wilayah Pace 

milik Perhutani hutan tersebut merupakan jenis hutan lindung. Terdakwa 

Saiman als P. Samsul bersama dengan ketiga temannya yaitu Ripin, Nobi, dan 

Hadi (ketiganya DPO) melakukan delik pidana dengan cara menebang pohon 

jati secara tidak sah di kawasan hutan milik Perhutani yang rencananya untuk 

membuat pondok kecil untuk berteduh tengah hutan dan ketika ditanyai oleh 

orang yang sedang berpatroli di hutan tersebut terkait dokumen izinnya, 

mereka tidak dapat menunjukkannya. Untuk itulah Ripin, Hadi dan Nobi 

berhasil melarikan diri, akan tetapi terdakwa Saiman als. P. Samsul berhasil 

ditangkap dan diamankan.  

Dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr yang dilakukan 

oleh terdakwa Saiman als. P. Samsul pada hari Selasa tanggal 12 Februari 

2019 bersama ketiga temannya yaitu Ripin, Nobi, Hadi (ketiganya DPO), 
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terdapat 3 (tiga) orang saksi dalam perkara tersebut yaitu Baihaqi, Muhammad 

Sholeh, dan Kateni yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di 

depan persidangan dalam hal ini maka dimaksukkan sebagai fakta dalam 

persidangan oleh hakim. Dalam memeriksa suatu putusan, harus berisikan 

suatu sistematika putusan yang meliputi identitas terdawa, barang bukti dan 

alat bukti, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, 

pertimbangan hakim, serta amar putusan hakim.  

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Saiman als. P. 

Samsul, dalam putusan nomor 307/Pid.B-LH/2019/PN Jmr ada beberapa 

pertimbangan hakim, yaitu: 

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) 

huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo 

Pasal 55 ayat ke-1 KUHP yang berbunyi: “Orang perseorangan yang 

dengan sengaja melakukan penebangan pohon secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.  

Unsur yang pertama yaitu mengenai setiap orang, yang 

menjelaskan bahwa kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan 

terdakwa dalam suatu perkara. Dalam perkara ini, orang bernama Saiman 
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alias P. Samsul telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta 

hukum yang terungkap dalam suatu persidangan yang diperoleh keterangan 

saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. 

Kemudian unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penebangan 

pohon secara tidak sah di kawasan hutan. Dari unsur tersebut, hari Selasa 

tanggal 12 Februari 2019 terdakwa bersama dengan ketiga temannya 

melakukan penebangan pohon kayu jati sebanyak 5 pohon kayu jati 

menggunakan alat gergaji dan kapak, lalu merimbas batang pohon kayu jati 

tersebut menjadi bentuk persegi, kemudian di potong menjadi 2 bagian 

dengan panjang 2,5 meter. Saat ditanya mengenai dokumen terkait 

terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dengan demikian mengenai hal 

tersebut maka unsur ini telah terpenuhi. 

Selanjutnya ada unsur tentang mereka yang melakukan, menyuruh 

melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam hal ini terdakwa bersama 

ketiga temannya mempunyai peran masing-masing yang mana ketiganya 

berhasil kabur atau melarikan diri, dengan demikian atas hal tersebut maka 

unsur ini telah terpenuhi. 

Dalam hal ini, maka terdakwa harus dimintakan suatu 

pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan atas unsur-unsur dan 

adanya fakta hukum yang dapat ditemukannya dalam suatu persidangan, 

perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar 

yang dapat menghapuskan suatu pemidanaan, maka dengan hal ini atas 

suatu tidak pidana haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya. 
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2. Unsur yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa 

Mengenai adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 

maka hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan mengenai 

aspek tersebut untuk diberlakukannya bagi terdakwa sebelum mengambil 

suatu putusan, yakni: 

a. Hal-Hal yang Memberatkan 

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

b. Hal-Hal yag Meringankan 

Terdakwa berterus terang di persidangan. 

3. Barang bukti yang ada di dalam perkara ini, di dalam persidangan telah 

diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan tunggak pohon 

kayu jati, 3 (tiga) batang potongan (bontos pohon kayu jati), 4 (empat) 

batang kayu jati panjang + 170 cm yang sudah dirimbas. Serta adanya alat 

bukti yang berupa 2 (dua) buah gergaji tangan, dan 1 (satu) buah kapak. 

4. Dalam putusan perkara ini, hakim dalam memutuskan terdakwa dengan 

pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah), serta membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara 

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 

5. Dalam kasus tersebut, maka hakim dalam memutuskan terdakwa dengan 

dakwaan kesatu alternatif yang pada dakwaan tersebut dari Jaksa Penuntut 

Umum yakni dengan melanggar ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 

82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c undang-undang Republik Indonesia 
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nomor 18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Dari beberapa urian diatas, maka penulis memiliki beberapa pendapat, 

yaitu: 

a. Dalam berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum 

serta pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana 

penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, penuntut umum dan 

hakim menjatuhkan pidana pokok yang sangat ringan. Yang dimaksud 

ringan yakni mengenai pidana dendanya. Mengingat dalam Pasal 82 ayat 

(1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus 

juta rupiah). Akan tetapi, pada tuntutan yang diberikan oleh penuntut 

umum yakni dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 

dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan juga hakim memutus 

hukuman bagi terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) bulan. Padahal jika ditinjau dari aspek 

lingkungan hidup dan kehutanan, perbuatan terdakwa sangat merugikan 
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dan dapat menjadikan ekosistem hutan menjadi rusak, dan perbuatan 

terdakwa tersebut dalam hal yang memberatkan dan merugikan 

pemerintah dan lingkungan hidup. 

b. Dalam suatu penjatuhan pidana denda, hakim memutuskan pidana denda 

tersebut dibawah ketentuan minimum. Dalam amar putusan ditetapkan 

bahwa pidana denda tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah), sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukumannya sudah 

ditentukan yakni mengenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). Mengenai ketentuan 

ini, hakim seharusnya mempertimbangkan kembali tentang asas-asas yang 

ada dalam hukum pidana tentang sanksi pidana, terutama mengenai asas 

legalitas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, 

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang 

telah ada”. 

  Dalam hukum pidana dikenal dengan delik formil dan delik 

materiil. Delik formil adalah suatu delik/tindak pidana yang perumusannya 

menitikberatkan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana 

oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil yaitu delik yang 

perumusannya dalam menitikberatkan kepada akibat yang dilarang serta 
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diancam dengan pidana oleh undang-undang.
3
 Dalam pidana denda, 

terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Tujuan pemidanaan yang dimaksudkan bukan semata-mata sebagai efek 

jera akan tetapi difungsikan juga sebagai suatu pelajaran bagi terdakwa 

dan juga dapat dimaksudkan sebagai keadilan bagi terdakwa dalam 

penjatuhan hukuman tersebut. 

  Dalam suatu acara pengambilan keputusan, apabila hakim 

memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan 

penuntut umum membacakan tuntutannya (requisitoir). Kemudian setelah 

itu giliran dari terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan 

pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan 

bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya menjadi giliran terakhir (Pasal 

182 ayat (1) KUHAP).  

  Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ketentuan hakim 

boleh memutus kurang dari 1/3 hukuman, dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP dijelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

pengadilan menjatuhkan pidana”. Suatu proses pengadilan berakhir 

dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan 

pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. 

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP dijelaskan bahwa: “Putusan pengadilan 

                                                             
3
 Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat, (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2016), 3. 
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adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”.  

  Mengenai hal ini maka menurut pendapat penulis kurang setuju 

dengan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda sebagai 

alternatif pidana pencabutan suatu kemerdekaan masih kurang tepat dan 

kurang efektif sesuai perbuatannya. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan 

pidana tersebut maka terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan dalam 

bidang kehutanan, maka ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 

12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahu 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 

ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua miliyar lima ratus juta 

rupiah). 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr  

Ajaran agama Islam menyatakan bahwa manusia diciptakan semata-

mata untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT. Pribadi yang kaffah 

adalah mereka yang bertakwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah 

SWT dan menjauhi larangan-Nya. Menjalankan perintah dan menjauhi 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 
 

larangan agama berarti melaksanakan seluruh ajaran agama dengan segala 

konsekuensinya, hal yang mencakup perintah dan larangan termasuk dalam 

kaidah hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah al-Ahkam al-Khamsah. 

4
 

Adanya fiqh al-bi’ah (fiqh lingkungan) membahas mengenai norma-

norma berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempegaruhi latar 

berfikir manusia. Dengan pengkajian fiqih lingkungan berdasarkan pada 

pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan suber 

daya alam yang ada yang dapat difungsikan sebagai perwujudan manusia 

dalam mengelolah alam semesta. 

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu dilestarikan oleh 

manusia. Berbagai permasalahan yang sering terjadi tidak luput dari 

permasalahan lingkungan hidup, sehingga dalam permasalahan ini tidak 

hanya tanggungjawab pada suatu negara saja akan tetapi hal tersebut 

merupakan tanggungjawab seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, 

maka demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu 

kesadaran pribadi bagi seluruh masyarakat, dan pemerintah yang untuk ikut 

berperan dalam pelestarian ini.
5
 

Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan 

alam pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran al-

maqasid al-shari’ah. Tugas manusia untuk melindungi bumi yang sudah 

                                                             
4 Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 38. 
5 Muhammad Ramadhan, “Maqasyid Syari’ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa’il Sebagai 

Perlawanan Kaum Santri terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)” Analytica 

Islamca, No. 2, Vol. 21 (Juli-Desember, 2019), 126. 
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merupakan suatu tempat yang baik bagi kehidupan manusia, oleh karena itu 

pentingnya tentang larangan merusak bumi yang berkaitan dengan usaha 

pelestarian lingkungan hidup yang terstruktur dan alami. Agar kedepannya 

lingkungan hidup tetap terjaga dan selalu lestari dengan baik dan dapat 

dimanfaatkan bagi seluruh makhluk hidup. 

Dengan demikian, terutusnya manusia sebagai wakil yang ada di bumi 

bukanlah memberikan kebebasan yang mutlak baginya untuk berbuat 

sewenang-wenang dan melihat bumi lebih inferior darinya. Sebaliknya, 

sebagai wakil Tuhan, manusia ditugaskan memperlakukan alam dengan 

penuh kasih sayang. Dengan kasih sayangnya inilah, manusia dan bumi bisa 

bersanding secara harmonis. Apalagi manusia terbuat dari tanah, dan tanah 

itu sendiri berasal dari bumi, sehingga antara manusia dan bumi memiliki 

ketergantungan satu sama lain, sebagaimana penegasan dari Al-Qur’an.
6
 

Adanya kekayaan hutan yang sangat beragam juga terdapat berbagai 

masalah dalam aspek kehutanan, mengenai hal ini dengan adanya masalah 

lingkungan hidup yang merupakan masalah global dengan semakin disadari 

sebagai hal yang komplek dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di 

seluruh dunia. Dengan semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya 

sumber daya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi 

alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas 

lingkungan hidup. Erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan 

                                                             
6 Ibid., 34 
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ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan 

hidup.
7
 

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 

perbuatan yang dilarang atau terkait larangan oleh syara’ karena dapat 

mengakibatkan kerusakan atau menjadikan suatu ancaman bagi kemaslahatan 

umat, untuk itu perbuatan yang diperintahkan mengenai larangan tersebut 

sebaiknya harus dihindari dan tidak dilakukan. Adanya kata syara’ pada 

pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap 

tindak pidana apabila dilarang oleh syara’.  

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 

adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap 

perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan 

yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan 

hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru 

dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan 

suatu hukuman terhadapnya.
8
  

Dalam hukuman (‘uqubah) atau sanksi hukuman yang ada didalam 

hukum pidana Islam dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ‘uqubah hudud, ‘uqubah 

qisas dan diyat serta ‘uqubah ta’zir. Yang menjadi perbedaan yaitu dalam 

‘uqubah hudud, qisas, dan diyat yaitu hukumannya ditentukan oleh nash al-

                                                             
7
  R. Wahyu Agung Utama, dkk, “Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Fiqh Al-Bi’ah dalam Green 

Economy”, Ekonomi Islam, No. 2, Vol. 10 (November, 2019), 243. 
8
 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 2007, 

87. 
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Qur’an dan sunnah, akan tetapi dalam ‘uqubah ta’zir hukumannya ditentukan 

oleh pemerintah atau ulil amri.  

Dalam perkara ini, terdakwa Saiman alias P. Samsul terbukti secara 

sah di dalam persidangan berdasarkan berbagai fakta yang telah 

dikemukakan, maka terdakwa telah melanggar ketentuan dari Pasal 82 ayat 

(1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengenai hal ini maka terdakwa mengaku 

bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Dalam hal ini, maka perbuatan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur dalam hukum 

pidana Islam telah terpenuhi, yaitu mengenai unsur formil yang merupakan 

adanya peraturan atau nash yang menjelaskan larangan tentang delik pidana 

atau perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman, dari hal ini perbuatan 

pelaku yang melanggar ketentuan dengan melakukan tindak pidana 

penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan telah terpenuhi, dan 

adanya unsur materiil yakni tingkah laku pelaku dalam perbuatan tersebut 

yang membentuk unsur dari jarimah, mengenai hal ini perbuatan pelaku telah 

melanggar hukum yang dapat membentuk delik pidana. 

Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai terdakwa dan bersalah dalam 

melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur 

dan persyaratan yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Dalam 

kasus tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, 

dalam hukum pidana Islam terdakwa dapat dikenakan hukuman ta’zir. 

Mengenai sanksi ta’zir tergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang 
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diberikan kekuasaan dalam memutus perkara, seperti yang terdapat dalam 

firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 49, yaitu: 

وان احكم بينكم بماانزل الله ولاتتبع اهوا ءهم واحد رهم ان يفتنوك عن بعض ماانزل الله اليك 

وان كثيرامن االناس لفسقون قلىفان تولو فاعلم انمايريدالله ان يصيلهم ببعض دنوبهم قلى   

Dan hendaklah engkau memutuskan suatu perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti 

keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai 

mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang 

telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan 

sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah 

orang-orang fasik.
9
  

 

Dalam tindak pidana kehutanan yang sangat merugikan bagi ekosistem 

lingkungan hidup serta dapat terciptanya suatu kondisi yang ada di bumi 

menjadi kerusakan yang sangat parah, maka dalam hal ini terdapat firman 

Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 205, yaitu: 

والله لايحب الفساد قلىواداتولى سعى فى الارض ليفسدفيهاويهلك الحرث والنسل   

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 

kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang 

Allah tidak menyukai kerusakan”.
10

 

 

Mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam memutuskan suatu perkara sesuai hukum pidana Islam, maka 

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan 

                                                             
9 Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Corp), 

2014, 116. 
10 Ibid., 32 
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ketentuan jarimah ta’zir. Dalam hal ini, pemberian sanksi pidana tersebut 

seluruhnya akan diserahkan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara 

sesuai dengan fakta-fakta hukum, saksi, alat bukti, dan barang bukti yang 

ada. Hakim mempunyai kewenangan dalam memeriksa, menerima, dan 

memutus suatu perkara yang telah diajukan kepadanya.  

Jarimah ta’zir merupakan suatu perbuatan pidana yang bentuk dan 

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran 

kepada pelakunya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan 

keadilan berdasarkan kemampuan sehingga terwujud ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung 

rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini putusan yang 

dilakukan oleh hakim dimaksudkan agar terciptanya suatu keadilan, adanya 

suatu hukuman ta’zir dimaksudkan juga sebagai pembelajaran bagi pelaku 

tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Hukuman yang tepat dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku 

tindak pidana tersebut yaitu hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir yang diberikan 

bagi pelaku tindak pidana tersebut yang sesuai jika dikaitkan dengan undang-

undang yaitu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berupa 

hukuman penjara. Mengenai suatu kejahatan atau delik pidana yang 

ditentukan oleh pemerintah demi ketentraman masyarakat serta terciptanya 

lingkungan yang baik tentang perlindungan kehutanan. 

Dalam hukuman mengenai ta’zir sanksinya tidak dijelaskan dan tidak 

diatur di dalam Al Qur’an dan hadis, mengenai lamanya tentang suatu 
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hukuman penjara berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku 

terkait dengan kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana penebangan pohon 

secara tidak sah ini maka berpedoman pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

perbuatan terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi dalam 

menjatuhkan hukuman dendanya dianggap terlalu ringan mengingat dalam 

Pasal 82 ayat (1) dijelaskan bahwa mengenai pidana denda paling sedikit Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). 

Mengenai dalam memutuskan suatu hukuman bagi pelaku tindak 

pidana, hakim sebagai ulil amri yang memiliki kekuasaan yang syar’i akan 

memutuskan suatu hukuman sesuai peraturan yang berlaku di negara tersebut 

dengan mempertimbangkan unsur-unsur jarimah dengan unsur-unsur pidana 

yang diberlakukan pada negara tersebut yaitu mengenai unsur formil atau 

rukun syar’i yaitu mengenai ketentuan syara’ atau nash yang menyatakan 

bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dalam hukum tersebut 

terdapat hukumannya, adanya unsur material atau rukun maddi yakni tentang 

adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik yang berupa suatu perbuatan 

serta tidak berbuat atau perbuatan yang dapat melanggar hukum, kemudian 

adanya suatu unsur moril atau rukun adaby yakni mengenai pelaku yang 
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melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertaggungjawabkan mengenai apa 

yang telah diperbuat.  

Maka dengan hal ini hukuman ta’zir telah terpenuhi yakni dengan 

hukuman pidana penjara dan hukuman denda, adanya suatu hukuman ta’zir 

yang diberlakukan pada hukuman tersebut tidak tercantum/termasuk dalam 

kategori hukuman hudud dan qishas yang hukumannya tidak terdapat dalam 

Al Qur’an dan hadis. Dalam hukuman ta’zir juga terdapat syarat-syarat 

pelaksanaannya yaitu hukuman ta’zir harus bertujuan untuk menjaga 

kemaslahatan bagi umat yang ditetapkan oleh Islam, adanya suatu keadilan 

serta menjadikan suatu pelajaran, hukuman tersebut dapat menolak suatu 

keburukan, dan hukuman ta’zir tersebut sesuai dengan jinayah yang telah 

dilakukan oleh pelaku. 

 Demi mewujudkan suatu kemaslahatan agar terciptanya suatu 

kepastian hukum dan kondisi yang aman, maka pemidanaan bagi terdakwa 

bukan berarti diartikan sebagai pembalasan saja, akan tetapi juga 

dimaksudkan untuk membuat efek jera agar terdakwa tidak mengulangi 

tindak pidana tersebut, dan dalam hukum pidana Islam pelaku tersebut 

dikenakan dengan hukuman ta’zir yang berkenaan dengan kemerdekaan diri 

terdakwa.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 307/Pid.B-

LH/PN Jmr adalah majelis hakim menjadikan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP sebagai dasar untuk memberikan suatu putusan dengan cara 

melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan seperti: alat dan barang  

bukti, keterangan dari berbagai saksi, terkait hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan, mengenai keterangan terdakwa, majelis hakim dalam 

menjatuhkan saksi/hukuman bagi terdakwa. Dalam hal ini, majelis hakim 

memutus dan menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 

1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Menurut pendapat penulis, dari aspek pidana dendanya putusan ini 

dianggap ringan dan kurang sesuai karena dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c jo 

Pasal 12 huruf c Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah). 
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2. Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 307/Pid.B-

LH/2019/PN Jmr, maka dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa 

dihukum dengan hukuman ta’zir yang berkenaan dengan kemerdekaan 

seseorang yang berupa hukuman pidana penjara dan hukuman denda. 

Mengenai hukuman ta’zir tersebut diserahkan kepada ulil amri dengan 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang disesuaikan dengan 

perbuatan pelaku. 

B. SARAN 

1. Hendaknya kepada para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan 

dengan kasus penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan 

tersebut sebaiknya dalam memutus perkara dilakukan secara efektif 

berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

2. Diharapkan bagi masyarakat serta warga negara dalam menggunakan 

hutan bagi lingkungan hidup agar selalu dijaga dan dilestarikan dengan 

baik, karena agar tidak adanya suatu kerusakan hutan yang dapat 

mengakibatkan kerusakan pada ekosistem lingkungan. 
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